
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 93/ HK.o3. 1 -Kpt/ 52 I Prov I IX I 2OL7

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2OI8

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang a. Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2OLS tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan

bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur adalah menJrusun dan menetapkan

pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 94 ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan ljrnum Nomor 3

Tahun 2Ol7 Tentang Pencalonan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang

menyebutkan KPU Provinsi/KlP Aceh menetapkan

Keputusan KPU Provinsi/KIp Aceh tentang

pedoman
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Mengingat

pedoman teloris Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada

Peraturan KPU ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pedoman

Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan l,embaran Negara Nomor

16491;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 (l,embaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2076 Nomor 130,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010;

4.Peraturan....
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Memerhatikan

Menetapkan

-3-

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

ZAfi tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan t]rnum Nomor 3

Ta.Lun 2Ol7 Tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-

Kpt/ 32lProv /V/2A77 Tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2Ot8;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 723 /PK.AL-
BA/52/ProvllX/2O17 tanggal 27 September 2Ol7

tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat tahun 2018.

MEMU?USKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN

TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN

2018.

KBSATU
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KESATU

KEDUA

KBTIGA

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan

Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 September 2017

KBTUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

LALU AKSAR ANSORI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Hukum, Teknis dan Hupmas,

-4-
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 93/HK.03. 1 -Kpt I 52 I Prov I tx I 2Ol7

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2O1B

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa

tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

1. men)'usun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah

memenuhi syarat.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 94 ayat (2\ Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentan:g Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU

Provinsi/KlP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KlP Aceh
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tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk
menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi

tahapan Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018, yang pelaksanaannya berdasarkan

asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. terLib;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi;

1. efektivitas; dan

m. aksesibilitas.

2. Pasangan Calon dalam memenuhi segala persyaratan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi Persyaratan

calon dan pencalonan baik pasangan calon perseorangan maupun

pasangan calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

tahapan pendaftaran hingga penetapan dan pengumuman pasangan

calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan.

C
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D. PENGERTIAN UMUM

DalamPed"omanTeknisiniyangdimaksuddengan:

1. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

tahun 2Ot8, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan wakil

GubernurNTBtahun2oLs,adalahpelaksanaankedaulatanrakyat
di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur

dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan

demokratis.

2. pemilihan Umum atau pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut

pemilu atau pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Ralqyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Waiikota yang

diselenggarakan Paling akhir.

3. Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut

KpU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya

disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU

KabupatenfKota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang

Pemilihan

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU KabupatenlKota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

t
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7. Panitia Pemungutan suara, selanjutnya disingkat pps, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU KabupatenfKota, untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya

disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat,

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan KabupatenfKota, selanjutnya disebut

Panwas Kabupatenf Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan

di wilayah kabupaten I kota.

1 1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas

Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas

Kabupaten /Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di wilayah kecamatan.

L2. Pengawas Pemilihan [.a.pangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah

petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.

13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara

I
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Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai

Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang secara bersama-sarna bersepakat mencalonkan 1 (satu)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur-

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan

lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16" Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupatenlkota adalah

Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para

Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau

kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang

bersangkutan.

L7. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon

Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi NTB.

18. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, selanjutnya

disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik

Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada

KPU Provinsi NTB untuk mengikuti Pemilihan.

19. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut

Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi

syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

20. Petahana adatah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil

Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.

21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani

pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan

administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan

hak asasi manusia.

23. Hari adalah hari kalender.
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BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

warga Negara Indonesia dapat menjadi caron Gubernur dan wakilGubernur NTB tahun 2o1g dengan memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
setia kepada pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun rg4s, cita-cita prokramasi Kemerdekaan LTAgustus lg4s, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
berpendidikan paring rendah sekolah ranjutan tingkat atas atausederajat;

berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejakpenetapan pasangan Calon;
mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyarahgunaall
narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeruruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli
psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
terpidana karena kealpaan ringan {curpa reui.sl, terpidana karena
alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana daram
penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak
di dalam penjara;

basl Mantan Terpidana yang terah selesai menjalani masa
pemidanaawtya' secara kumulatif, wajib memenuhi syarat
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuari bagi
Mantan Terpidana yang terah seresai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

1

a.

b.

c.

d

e

f.

g.

h

I

j
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k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara;

m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

n. memiliki Nomor pokok wajib pajak dan memiliki raporan pajak
pribadi;

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau wakil Gubernur
selama 2 (dua) kari masa jabatan daram jabatan yang sarna
untuk calon Gubernur atau caron wakil Gubernur, dengan
ketentuan:

1) penghitungan 2

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sarna,
yaitu masa jabatan pertama selama 5 (rima) tahun penuh
dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 % (dua
setengah) tahun, dan sebaliknya;

2l iabatan yang sarna sebagaimana dimaksud pada angka 1),
adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, iabatan wakit
Gubernur dengan Wakil Gubernur;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang s€r.rna,

meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut daram jabatan yang
sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak
berturut-turut; atau

c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang
sama atau di daerah yaltg berbeda;

4l perhitungan 5 (iima) tahun masa jabatan atau 2 % (dua
setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai
dengan akhir masa jabatan Gubernur dan wakil Gubernur;
dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai
dengan angka 4), berlaku untuk:
a) iabatan Gubernur dan wakil Gubernur yang dipilih

secara langsung melalui pemilihan, dan yang diangkat

(dua) kali masa jabatan dihitung
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p

oleh Dewan perwakilan Ralryat Daerah; atau
b) iabatan Gubernur dan wakil Gubernur karena

perubahan nama provinsi.
belum pernah menjabat sebagai:
1) Gubernur bagi calon wakil Gubernur di daerah yang sama;

atau

2| wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon wakil Bupati,
calon walikota atau calon wakil walikota di daerah yang
sama.

berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
1) Bupati atau wakil Bupati, walikota atau wakil walikota

yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau wakil
Gubernur di provinsi lain; atau

2) Gubernur atau wakil Gubernur yang mencalonkan diri
sebagai Gubernur atau wakil Gubernur di provinsi rain;

menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan
negara selama masa kampanye bagi Gubernur, wakil Gubernur,
Bupati, wakil Bupati, warikota, atau wakil walikota ya,,g
mencalonkan diri di daerah yang sama.
tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur. penjabat Bupati
atau Penjabat Walikota.

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rarryat, Dewan perwakilan Daerah, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan
Perwakilan Ralryat, Dewan perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri sipil, dan lurah/kepala desa sejak
ditetapkan sebagai calon;

berhenti dari jabatan pada Badan usaha Milik Negara atau
Badan usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali
sejak ditetapkan sebagai calon; atau
berhenti sebagai Anggota KpU, KpU provinsi, KpU
Kabupaten/Kota, Bawasiu, Bawasru provinsi, panwas
Kabupaten/Kota seberum pembentukan ppK dan pps.

q

r,

s.

t

u

v

w
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Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana
dimaksud pada angka t huruf e tidak menghalangi penyandang
disabilitas.

PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan partai politik

a. Penetapanpersyaratanpencalonan

1) KPU Provinsi NTB menetapkan persyaratan pencalonan
untuk partai politik atau Gabungan partai politik, dengan
Keputusan KpU provinsi NTB sebelum pengumuman
pendaftaran pasangan Ca1on.

2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu
Partai Politik atau Gabungan partai politik yang
memperoleh paling sediki t 2Oo/o (dua puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi

NTB atau 2So/o (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam pemilu Terakhir.

b. Pengusulan Bakal pasangan Calon

1) Dalam haI Partai politik atau Gabungan partai politik
mengusulkan Baka_l pasangan Calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 25,'/o (dua puluh lima
persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana
dimaksud huruf a angka 2, ketentuan tersebut hanya
berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat
pada Pemilu Terakhir.

2) KPU Provinsi NTB menghitung syarat pencalonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, dengan
rumus:

a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan perwakilan

Ralryat Daerah provinsi NTB hasil pemilu Terakhir x
2OY" (dua puluh persen); dan

b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil
Pemilu Terakhir x 21o/o (dua puluh lima persen);

c) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka
pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

B
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s) Keputusan KpU provinsi NTB sebagaimana dimaksuddalam hurufa angka 1, didasarkan pada:a) Keputusan KpU pr^rri- -i ^,; .

perorehan kursi [T"L#:.,"TT:*,T::T
Dewan perwakilan RalVat Daerah erorrinsi Nfe;b) Keputusan KpU I
perorehan 

"r.." "l"si 
NTB tentang penetapan

Perwaki; ;;JT#, ;:::: ilYi""?:;
4) Salinan Keputusan l

dimaksud p"d" hu*rKPu 
Provinsi NTB sebagaimana

Pimpinan Dewan perwa 
angka 1' disampaikan kepada

Pimpinan partai poritik 
kilan Rakyat Daerah Provinsi NTB,

provinsi NTB. 
tingkat Provinsi NTB, dan Bawaslu

c. Tata Cara pengusuli

I) partai politik ,* 
u*'Pasangan calon

2, ffi.ff:r::li?:ffiJffi 
@ n*,.,.ou,

untuk memb"r,uP", 
bersepakat dengan partai politik lain

pasangan 

"rorrl'u 

gabungan dalam mendaftarkan Bal<al

3) partai politik a

ix;trLffi-d*t;ff#"t,;'::T;4) partai politik at
mendaftarkan B.t' 

Gtb't'gan Partai Politik yang telah

NTB, tidak o"o"r,l"' 
rlansan calon kepada Kpu provinsi

s) Dalam hd 
"*"-"t"'u 

dukungannya sejak pendaftaran.

,*T: #-';T:"::,F T:ffir ;tr *
partai poutl< at:h 

ngan calon yang telah didaftarkan,

rffifr _*;:::ti:I_,""X,#,,L",:T*
atau Bakar 

"""",rJ,:T.: r::J;*"urkan 
bakar caron

6) Bakal calon yang, 
:elah 

menandatangani kesepakatanpengusulan dan te
NTB, tidak dapat me 

didaftarkan kepada Kpu pro'insi
ngundurkan diri sejak pendaftaran.
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7l Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka

6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan partai

Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal
calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalon€rnnya

dinyatakan gugur.

B) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2|,
ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai politik.

9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3),
ditandatangani oreh pimpinan partai politik atau masing_
masing pimpinan partai politik yang bergabung dan
Pasangan Calon.

Perseorangan

a. Penetapanpersyaratanpencalonan

1) KPU provinsi NTB menetapkan persyaratan pencaronan
berupa jumlah dukungan dan persebarannya bag
Pasangan calon perseora,ngan dengan Keputusan Kpu
Provinsi NTB.

2l Keputusan Kpu provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada
angka 1), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum
dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan
Terakhir, dengan ketentuan penghitungan syarat jumlah
dukungan d,akukan dengan menggunakan daftar pemilih
tetap pada:

a) daftar pemilih tetap Pemilihan Bupati dan wakil
Bupati atau warikota dan wakil walikota, pada daerah
kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan
pem'ihan Bupati dan wak, Bupati atau walikota dan
Wakil Walikota; dan

b) daftar pemilih tetap pem,ihan umum presiden danWakil presiden pada daerah kabupaten/kota yang
berum menyerenggarakan pem,ihan Bupati dan wakilBupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

Persyaratan pencalonan

u Persyaratan pencaronan berupa jumrah dukungan bagicalon perseorangan untuk pem,ihan Gubernur dan wakilGubernur NTB tahun 201g, sebagaimana dimaksud padahuruf a angka 1), adarah harus didukung paling sedikit

b.
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8,57o (delapan setengah persen) dari jumlah penduduk
yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau
Pemilihan Terakhir.

2l Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka l)
harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kabupatenr/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat.

3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan
dilakukan pembulatan ke atas.

Tata Cara pemberian Dukungan
1) Dukungan sebagaimana dimaksud huruf b hanya diberikan

kepada I (satu) pasangan Calon perseorangan.
2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana

dimaksud pada angka 1) yaitu penduduk yang memenuhi

-12-

syarat sebagai pemilih yang berdomisili
Pemilihan, dibuktikan dengan Kertu Tanda

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh
dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan
bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah
administratif provinsi Nusa Tenggara Barat paling singkat I
(satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetappada Pemilu atau pemilihan Terakhir dan/atau Daftar
Penduduk potensial pemilih pemilihan.

di daerah

Penduduk

A PENYERAHAN DUKUN
1. Pengumuman Jad

a. KpU provinsi

GAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
wal Penyerahan Dukungan
NTB mengumumkan jadwal penyerahan dokumendukungan pasangan Calon perseorangan, sebelum masa

Penyerahan dokumen dukungan.
b Pengumumaa jadwal penyerahan dokumen dukungansebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui mediamassa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman

dan/atau laman KpU provinsi NTB.
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Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dilal<ukan serama 14
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(empat belas) hari.
Pengumuman jadwat penyerahan dokumen dukungan

2

sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencantumkan:
1) Keputusan KpU provinsi NTB mengenai ketentuan

persyaratan jumlah minimal dukungan pasangan Calon
perseorangan dan persebarannya;

2) tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon
perseorangan kepada KpU provinsi NTB; dan

3) waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan Calon
perseorangan.

Kewqjiban pasangan Calon perseorangan

a. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen
dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

b. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KpU
Provinsi NTB tentang Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
Tahun 2018.

c. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf b diserahkan paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia
Tengah (WITA).

d. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a
berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
1) fotokopi Kartu Tanda penduduk Elektronik atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut
berdomisili di wilayah administratif provinsi Nusa Tenggara
Barat paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum daram
daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan Terakhir
danlatau Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
dan

2) rekapitulasi jumlah dukungan.
e. Formulir surat pernyataan dukungan:

Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf
d dibuat dengan menggunakan formulir Model 8.1-KWK

jdih.kpu.go.id/ntb



f.

-14-

Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau
kolektif per desa/ kelurahan.
Bentuk surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah
dukungan

1) Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah
dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat
dalam bentuk:

a) Softcopg; dan
b) Hardcopg.

2l soficopg sebagaimana dimaksud pada angka r) huruf a
merupakan dokumen dukungan yang disusun
menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah
pada Sistem Informasi pencalonan.

3) Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy
sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) harus
sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum
dalam hardcopg sebagaimana dimaksud pada angka l)
huruf b).

Data sebegaimana dimaksud dalam huruf f angka 3) meliputi
kesesuaial:

1) urutan pendukung; dan
2) identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk

Kependudukan, jenis keramin, alamat, Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW), tempat tanggal lalir, umur, dan
status perkawinan.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf d
angka 1 ) dikelompokkan berdasarkan witayaJr desar/kelurahan.
Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka
1), dilarang dikeluarkan secara kolektif.
Bakal Pasangan Calor
j umrah dukungan ""r;,T;;fi-ilJ ilff ,;ff ."fr2) dengan menggunakan formurir Moder B.2-KWK perseorangan
untuk setiap desa,/kelurahan, kecamatan dan kabupate n/kota.Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan suratpernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam
bentuk softcopg dan hard.copg.

h

t

J

k
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B

l. Datam hal pada saat penyerahan
sebagaimana dimaksud pada r:I1' ?:-rr:f ::::::ilketentuan sebagaimala dimaksud
Bakal pasa

soncops.J:il"."#.fi #,::il?f ;J#i#
m ;i"iH""ilftff""i'H 1:::" 

dukungan ganda

sebagaimana dimaksud dalam hur 
calon Perseorangan

rangkap, yaitu I (satu) dokum"r, " 
o dibuat dalam 3 (tiga)

salinan diserahkan kepada 
""r""'l-oT 

.' 10".) 
rangkap

peruntukan sebagai berikut: 
Provinsi NTB, dengan

l) 1 (satu) dokumen asli digunakan KpU provinsi NTBmelal<ul<

b"k i p.* 
verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan

o". -offiil ::1? :,H"#utnya 
diserahr.,, t"pia"

2t 
,tJ**' 

rangkap sarinan *b"*.t;::?'J"#:si 
NrB;

3) I (satu) rangkap salinan sebagai arsip pasangan Calon,setelah memperoleh pengesahan 
J

membubuhkan paraf dan 
""o o."ffI 

Provinsi NTB dengan

PENELITIAN DUKUNGA}
r. Jenis verifikasi 

i PASAN.AN cALoN .ER.E.RANGAN

perseorangan 
)okumen Dukungan Bakal Pasangan calon

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan 
Calonperseorangan, terdiri dari:

a. Verifikasi Jumlah lb. verifikasi 
^o*,",",I:illlukungan 

dan persebarannya;

c. Verifikasi Faktua1.
Tahap Verilikasi Dokum
a. verifikasi Jumlah ,"t 

otut"'**,

1) Kpu prorrinsi 
Iinimal Dukungan dan P

minimar ouu*" 
metahtJn';;';':'"'""otrannva

persebaranny" ;;-; "';;;; 
;'ff:I*t:1;;"1'*

2

a) melakukan verifikasi te:
persebaran yang ,"*tntot'iumlah 

dukungan dan

hard.eopgr".*rrrin.a'uapat dalam dokumen ast
8.1-KWK perseorangan;
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b) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiraa
formulir Model B. I_KWK perseorangan; dan

c) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan
persebaran yang terdapat dalam soficopg formulir
Model B. I -KWK perseorangan.

2) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang
tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada
angka l) huruf a) dan huruf b) telah memenuhi jumlah
minimal dukungan dan persebaran, KpU provinsi NTB
menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima,
dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal pasangan
Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi
administrasi.

3) Da-lam ha1 jumlah dukungan dan persebarannya
tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud

yang

pada
angka 1) huruf a) dan huruf b) tidak memenuhi jumlah
minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf
A angka 2 huruf k, huruf I dan huruf m, KpU provinsi NTB
menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen
dukungan kepada Bakal pasangan Calon untuk diperbaiki
dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

4l Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan
dokumen dukungan Bakal pasangan Calon tidak
memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran,
dan/atau ketentuan penyerahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf k, huruf I dan
huruf m, KpU provinsi NTB menerbitkan keputusan
penetapan Bakal pasalgan Calon tidak memenuhi syarat.

5) Bakal Pasangan Calon perseor€rng€rn dapat menunjuk
petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan
sebagaimana dimaksud pada angka 1).

6) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 1) sampai dengan angka 5), KpU proyinsi NTB
melakukan verifikasi administrasi.
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b. Verifikasi Administrasi

verifikasi administrasi sebagaimara dimaksud dalam hurufa angka 6) dilakukan dengan cara:
mencocokkan kesesuaian Nomor IndukKependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dantanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model 8.1-KWK perseorangan dengan fotokopi Kartu
Tanda penduduk Elektronik atau surat keterangan
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil;

verifikasi kesesuaian antara formurir Moder 8.1- KwK
Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada pemilu
atau Pemilihan Terakhir dan/ atau Daftar penduduk
Potensial pemilih pemilihan;

KPU Provinsi NTB menyusun hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b) daram berita
acara Model BA.3_KWK perseorangan;

d) verilikasi kesesuaian antara alamat

1)

a)

b)

c)

pendukung
dengan daerah pemilihan;

e) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
fl verifikasi kesesuaian aramat pendukung dengan

wilayah administrasi ppS;

g) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan
pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status
perkawinan; dan

h) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap
Bakal pasangan Calon perseorangan.

2l Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggat lahir pendukung pada
formulir Model 8.1-KwK perseorangan tidak sesuai secara
nyata dengan fotokopi Kartu Tanda penduduk Elektronik
atau surat keterangan yang diterbitkan oreh dinas
kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud
pada angka l) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat.
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J'

4)

s)

6)

Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana
dimaksud pada angka 1) huruf a telah habis masaberlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat
administrasi dan ditindaklaajuti dengan verifikasi faktual.
Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat.

Dalam hal pada formulir Model E}.1-KWK perseorangan
tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan
sebagaimana dimaksud pada angka l) huruf e dukungan
tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Dalam ha_l alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayahadministrasi ppS, seba
hurur r, dukungan*.ffITi:Iil":,:ffi;-::J
memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh BakalPasangan Calon pers
dengan memindahka" ::TjL ili*"ffi**ff
desa/kelurahan.

7)

B)

e)

Dalam hal syarat usia dan/ atau status perkawinan
sebagaimana dimaksud
tidak sesuai, o, u,,*.,'l]1;:fi ,":.:: Tj"- ffi*ff;tidak memenuhi syarat.
Dalam hal pada formulir Model B. I_KWK perseorangan
terdapat pendukung yang berstatus sebagai AnggotaTentara Nasional In
Repubrik rndonesia ;Tfi:"".H; ff::"il, Tiil:penyelenggara pemiliha

dukungan tersebut .-;Ij".i":,#;J1::""X
sesuai dengan statusl
verifikasi faktual. 

:ya, untuk ditindaklanjuti dengan

KPU provinsi NTB men
dalam Berita A"r_." Mody 

sun hasil verifikasi administrasi

Berita Acara r,^sr,"irnBr.X :Y;:n:":1-fr;_.,"
dimaksud pada angka 9), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asliyaitu:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan Calon;

10)
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2' 1 (satu) rangkap untuk ppl melarui Bawasru provinsi
NTB; dan

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KpU provinsi NTB.
11) Dalam hal formurir Model B.I-KWK perseorangan terah

sesuai dengan Kartu Tanda penduduk Elektronik atausurat keterangan yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sip, sebagaimana dimaksud
pada angka 1) huruf a, tetapi tidak sesuai atau tidak ada
dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan
Terakhir dan/atau daftar penduduk potensiar pem,ih
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b,KPU provinsi NTB berkoordinasi dengan dinas
kependudukan dan catatan sipil untuk meneriti kembali
data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar
penduduk potensial pemilih pemilihan.

12]. Dalam har berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana
dimaksud pada angka 11 dinas kependudukan dan catatan
sipil menyatakan bahwa:

a) data kependudukan pendukung benar, maka
dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;

b) data kependudukan pendukung tidak benar, maka
dukungan tersebut dicoret dan
Memenuhi Syarat;

c) tidak dapat menyatakan kebenaran
kependudukan pend,ukung, maka
dinyatakan Belum Memenuhi Syarat,
menggu gurkan dukungan.

13) Dalam hal jumrah dukungan dinyatakan belum memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pada angka 12,
ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh ppS.

l4l Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 11

dan angka L2 dituangkan dalam Berita Acara Model
8A.3. 1 -KWK perseorangan.

15) Berita Acara hasit verifikasi administrasi sebagaimana
dimaksud pada angka 1) huruf c, dibuat dalam 5 (rima)
rangkap asli yaitu:

a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan Calon;

dinyatakan Tidak

atas data

dukungan

tapi tidak
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b) 1 (satu) rangkap untuk ppK;

c) 1 (satu) rangkap untuk pps melalui ppK dengan
dilampiri Berita

Perseorangan;
Acara Model 8A.3.I_KWK

d) 1 {satu) rangkap untuk ppl melalui Bawaslu provinsi
NTB; dan

e) 1 (satu) rangkap untuk arsip KpU provinsi NTB.
16) Verifikasi Dukungan Ganda

a) Dukungan ganda terhadap Bakal pasangan calon
sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf h terjadi
apabila:

(1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1

(satu) kari kepada I {satu) Bakal pasangan caron
perseorangan;

(21 dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada
angka (1), meliputi:
(a) kesamaan terhad,ap Nomor Induk

Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat,
Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW),
tempat dan tanggal lahir, dan status
perkawinan; atau

(b) kesamaan terhadap Nomor Induk
Kependudukan; atau

(3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) Bakal pasangan Calon.

b) Dalam har ditemukan dukungan ganda sebagaimana
dimaksud pada huruf a) angka 2) huruf (a), dukungan
hanya dihitung 1 (satu).

c) Dalam har ditemukan dukungan gand.a sebagaimana
dimaksud pada huruf a) angka (2) huruf (b) dan angka
(3), ditindaktanjuti dengan verifikasi faktual oleh pps.

d) KPU Provinsi NTB menyusun hasil verifikasi dukungan
ganda dalam Berita Acara Model BA.4_KWK
Perseorangan.

e) KPU Provinsi NTB menyampaikan dokumen asli berita
acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
hurufd) kepada:

jdih.kpu.go.id/ntb



c

-21-

(1) Bakal Pasangan Calon perseorangan;

(21 KPU Kabupaten/Kota; dan

(3) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi

dukungan ganda.

l7l Tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat
a) KPU Provinsi NTB menyampaikan dokumen dukungan

Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil
verifikasi dugaan dukungan ganda kepada ppS melalui
KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

b) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik
kembali dukungannya, sejak KPU Provinsi NTB

menyampaikan dokumen dukungan kepada pps

sebagaimana dimaksud pada huruf a).

Verifikasi Faktual

1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimala

dimaksud dalam huruf b angka 1), PPS melakukan
verilikasi faktual.

2l Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud angka

1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan
kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.

3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat

mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

4) PPS melakukan veri{ikasi faktual dengan cara mendatangi

setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan

memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan

kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya

kepada Bakal Pasangan Calon.

5) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran

dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan

sah dan memenuhi syarat.

6) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara

Model BA.S-KWK Perseorangan, dan n€unanya dicoret dari

daftar dukungan.
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7) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia

mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.S-KWK

Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan Sah, kecuali

berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis
pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik
dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap

verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan

Sah.

9) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui

atau alamat tempat tinggal pendukung Lidak ditemukan,

PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

10) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang

meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk
menunjukkan identitas kependudukan yang asli.

1U Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan

kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS

menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya

terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung

membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal

Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama

pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal

Pasangan Calon yang tidak didukung.

l2l Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan

atau cap jempol pada formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungarLrLya,

dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan

tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan

atau cap jempol.

13) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan

atau cap jempol pada formulir Model 8.I-KWK

Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi

formulir Model BA.S-KWK Perseorangan, dukungan

dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar

dukungan.
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l4l Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan

kebenaran dukungannya kepada lebih dari I (satu)

pasangan calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak

memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

15) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak

benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon

perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5-

KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi

syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

16) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi

syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6,

angka 11, angka 13, angka 14 dan angka 15, PPS dan/atau

petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah

berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.

l7l PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib

mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.

18) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana

dimaksud pada angka 9), PPS melakukan verifikasi faktual

dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon

danr/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon

menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling

lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui,

guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

19) Dalam hal Bakal Pasangan Calon danlatau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat

menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud

pada angka 18), PPS hanya melakukan verifikasi faktual

terhadap pendukung yang hadir.

2Ol Pendukung Tidak Hadir

a) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi

kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna

membuktikan dukungannya paling lambat sebelum

batas akhir penelitian faktual.

b) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan

batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud

pada huruf a), dukungan Bakal Pasangan Calon yang
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bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

nama pendukung tersebut dicoret dari daftar
dukungan.

21) Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat

menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud
pada angka 19) karena pendukung sedang sakit atau

berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya

Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/arau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon dapat

memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan

memanfaatkan teknologi informasi.

b) Verilikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi

informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat

dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau
tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat

menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain
yang membuktikan bahwa pendukung yang

bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah

administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

c) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana

dimaksud pada huruf a) disesuaikan dengan

aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan

Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan

Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online d,an

seketika (real tim.e) dengan menggunakan panggilan

video (uideo caltl yang memungkinkan PPS dan

pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan

berbicara secara langsung sebagaimana dalam

verifikasi faktual secara offine.

d) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada

huruf b) dan huruf c) tidak dilaksanakan, dukungan

pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

e) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan

memanfaatkan teknologi informasisebagaimana
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dimaksudpadahurufa),terdapatkeraguanterhadap
pendukung, KPU Provinsi NTB melalui PPS dan

difaslitasiolehKPUKabupaten/Kotadapatmelakukan

veri{ikasi kembali terhadaP:

t1)KartuTandaPendudukElektronik,untukmelihat
kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada

saatverifikasifaktualdenganuideocalt
dilakukan; atau

l2l keabsahan surat keterangan kepada instansi

yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran

alasan pendukung tidak dapat dihadirkan

sebagaimana dimaksud pada huruf b)'

22. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana

dimaksud angka 4 sampai dengan angka 2l ke dalam

Berita Acara Model BA.S-KWK Perseorangan yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

23" Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud

pada angka 22 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:

a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b) 1 {satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua

dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui

PPK;

d) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

e) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

24. Tugas PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi

dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya

paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita

acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 23

huruf b).

2. rapat pleno PPK dihadiri oleh:

a. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS.
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3. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung, dan

Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan

dengan menunjukkan bukti pendukung.

4. Dalam hal keberatan dapat diterima sebagaimana

dimaksud pada huruf c), PPK melakukan pembetulan

dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model

BA.6-KWK Perseorangan.

5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan
kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim

Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan

Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita

Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita

Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

7. Berita Acara Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada

huruf f, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

(1) I (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan

Calon;

(2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;

(3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan

(4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

25. Tugas KPU Kabupaten/Kota

a) KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan rapat pleno

terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil

rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah

keq'alya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima

berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada

ang)<a24 hurufg) angka 2).

b) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a
dihadiri oleh:

1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

2) Panwas Kabupaten/ Kota; dan

3) PPK,

c) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan

Panwas Kabupaten/ Kota dapat mengajukan keberatan

dengan menunjukkan bukti pendukung.
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d) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada
huruf c dapat diterima, KpU Kabupaten/Kota
melakukan pembetulan dan mencatat d,alam lampiran
BA Model BA.7-KWK perseorangan.

e) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada
huruf c tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan
Bakal Pasangan calon atau tim penghubung tidak
dapat menerima, Pasangan Calon atau tim
penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model

BA.7-KWK Perseorangan.

f) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara

Model BA.7-KWK Perseorangan.

g) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada

huruf f, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

(U 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan

Calon;

{21 1 {satu} rangkap untuk arsip KPU Provinsi NTB

dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur;

(3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/ Kota;

dan

(4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/

Kota.

26. Tugas KPU Provinsi NTB

a) KPU Provinsi NTB melaksanakan rapat pleno terbuka

rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi

jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota di

wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah

menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud angka 25 huruf g) angka (2).

b) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a)

dihadiri oleh:

(1) Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;

{21 Bawaslu Provinsi NTB; dan

(3) KPU Kabupaten/Kota.
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c) Bakal pasangan ca10n atau Tim penghubung dan
Bawaslu provinsi NTB dapat mengqjukan keberatan
dengan menunjukkan bukti pendukung.

d) Dalam hal keberatan dapat diterima, Kpu provinsi
NTB melakukan pembeturan dan mencatat ke dalam
Lampiran Berita Acara Model BA.B-K*K perseorang'm.

e) Dalam har keberatan sebagairnana dimaksud pada
huruf c tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan
Bakal pasangan calon atau Tim penghubung tidak
dapat menerima, Bakal pasangan caron atau Tim
Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Moder
BA.8-KWK perseorangan.

0 Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e

dituangkan dalam Berita Acara Model BA.B-KWK
Perseorangan.

s) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada

huruf f, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal pasangan

Calon;

21 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi NTB;

3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi NTB.

27. Pengunduran Diri Pada Masa Verifikasi Faktual Dukungan

a) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu

bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri
pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS

sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan,

dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak

dapat diganti dengan calon lain.

b) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu

bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dapat

diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

c) Bakal calon perseorartgan yang berhalangan tetap

pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan

rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan
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calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak bakal

calon tersebut berhalangan tetap.

d) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf
c) meliputi keadaan:

(1) meninggal dunia; atau
(21 tidak mampu melaksanakan tugas secara

perrnanen,

e) KPU Provinsi NTB mengrmumkan calon pengganti

sebagaimana dimaksud pada huruf c) kepada
masyarakat.

f) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e

dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak penggantian

calon berakhir.
g) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau

menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari
sebelum penetapan pasangan Calon peserta

Pemilihan.

h) KPU Provinsi NTB melakukan verifikasi persyaratan
pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen
calon pengganti diterima.

i) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah
mengikuti proses verifikasi administrasi dokumen
dukungan, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak
dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal
Pasangan Calon oleh Partai politik atau Gabungan
Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

PENGUMUMAN DAN PENDAF"TARAN

1. Pra Pengumuman

a. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan
keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai

Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran pasangan

Calon.
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Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan
salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan
Partai Politik tingkat
permintaan KpU.

pusat kepada KpU sesuai dengan

c. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan partai politik
tingkat daerah provinsi danlatau daerah Kabupaten /Kota
kepada Pimpinan partai poritik tingkat pusat paling lambat 1

(satu) bulan seberum masa pendaftaran pasangan calon.
d. Pimpinan partai politik tingkat pusat menyampaikan salinan

keputusan kepengurusan partai politik tingkat daerah provinsi
dan/atau daerah Kabupaten/Kota kepada Kpu sesuai dengan
permintaan Kpu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa
pendaftaran.

e' Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi
dan/atau daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pad.a
huruf d tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan
sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal pasangan calon,
kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
1) terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau

berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat
kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan
pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau

2l tedadi pemberhentian pengurus sebagai akibat
pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah

provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota oleh pengurus

Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan

Calon.

f. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana

dimaksud pada huruf b dan salinan keputusan Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat sebagaimana diaksud pada huruf d kepada

KPU Provinsi NTB sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

g. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat

daerah kabupaten/kota, tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat, KPU Provinsi NTB meminta kepengurusan

Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai

Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan

Calon.

b.
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h. Dalam hal partai politik tidak menyampaikan salinan keputusan
sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g, partai politik
tidak dapat mendaftarkan pasangan Calon.

i- Keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat,
tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b,
huruf d, menjadi pedoman bagr Kpu provinsi NTB dalam
penerimaan pendaftaran Bakal pasangan Calon.

j. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang
kepengurusarl Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud pada huruf a masih dalam proses penyelesaian

sengketa di pengadilan, KPU provinsi NTB menerima
pendaftaran Bakal Pasangan calon berdasarkan Keputusan

terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai

Politik.

Pengumuman

a. KPU Provinsi NTB mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan

Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman

dan/atau laman KPU Provinsi NTB sesuai dengan jadwal

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

b. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon

sebgaaimana dimaksud pada huruf a, dicantumkan:

1) Keputusan KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud

dalam BAB II Huruf B Angka t huruf a dan BAB II Huruf B

Angka 2 huruf a;

2l waktu penyerahan dokumen dukungan; dan

3) tempat penyerahan.

c. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga)

hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

pada huruf c dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

1) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan

sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Tengah

{WITA); dan
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2l hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul
24.OO Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

a. Partai Politik atau Gabungan partai politik tingkat provinsi
mendaftarkan Bakal Pasangan calon Gubernur dan wakil
Gubernur NTB kepada KPU provinsi NTB selama masa

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.

b. Dalam hal pendaftaran Bakal pasangan calon sebagaimana

dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh pimpinan

Parta.i Politik tingkat daerah provinsi, pendaftaran Bakal

Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Pusat.

c. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik wajib memenuhi persyaratan:

1) ketentuan BAB II Huruf B angka t huruf a angka 2) dan

huruf b;

2l menyertakan dokumen syarat calon dan persetujuan

Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat;

3) dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Fusat

sebagaimana dimaksud pada angka 2) berhalangan, surat

persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas

Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat

berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai

dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;

4l menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik

tingkat provinsi dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi

Pasangan Calon yang pendaftararlnya dilakukan oleh

pengurus Partai Politik tingkat pusat;

5) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

pusat tentang kepengurusan Partai Politjk tingkat provinsi

NTB;
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6) menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan antar Partai

Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan

Calon; dan

7l menyertalan Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan

Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.

Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada

KPU Provinsi NTB selama masa pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf c.

Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf d Wajib Hadir pada saat pendaftaran.

Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon

memasukkan data bakal pas€rngan calon dan data dukungan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem

informasi pencalonan.

Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau salah bakal Calon atau bakal Pasangan Calon tidak dapat

hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf

e, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau bakal

Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali

ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat

dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang

berwenang.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan

pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Provinsi

NTB menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut,

menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen

pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang bersangkutan.

h
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4. T\rgas KPU Provinsi NTB

Dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon, Kpu
Provinsi NTB bertugas:

1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan cal0n yang diajukan oleh partai politik atau
Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

2l meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 huruf c angka 1);

3) meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:

a) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka

3 huruf c angka 2) dilakukan dengan berpedoman

pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU

sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf f; dan

b) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka

3 huruf c angka 5) dilakukan dengan berpedoman

pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang

disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam

angka t huruf d; atau

c) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan

kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.

4l berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

angka 2l dan angka 3), KPU Provinsi NTB mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima

Pendaftaran formulir Model TT. I-KWK, yang berisi:

a) narna Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

b) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik

Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 3;

c) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat tentang Persetujuan Bakal Pasangan

Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik

tingkat provinsi, yang ditandatangani oleh Ketua

Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

a
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d) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen
persyaratan pencalona.n dan persyaratan calon;

e) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan
nomor telepon kantor pimpinan partai politik atau
masing-masing kantor pimpinan partai politik yang
bergabung mendaftarkan Bakal pasangan Calon; dan

f) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon.

5) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan
dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon

perseorangan;

6) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

angka 5), KPU Provinsi NTB mencatat penerimaan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran

forrnulir Model TT.I-KWK, yang berisi:

a) nama lengkap bakal calon;

b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

c) alamat dan nomor telepon bakal calon;

d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon; dan

e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran

dukungan bakal calon.

7l menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,

kabupaten / kot a, dan kecamatan;

8) memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir

sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Bakal

Pasangan Calon Perseorangan; dan

9) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika di

rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi NTB kepada

Bakal Pasangan Calon.
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Dalam ha1 terdapat I (satu) atau lebih Partai Politik dalam

Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan

Pasangan Calon, KPU Provinsi NTB menyatakan Partai Politik

tersebut tidak dapat menjadi bagran dari Gabungan Partai

Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam

berita acara.

KPU Provinsi NTB mencoret I (satu) atau lebih Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam dokumen

persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas

pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan

Bawaslu Provinsi NTB dan dituangkan dalam Berita Acara.

KPU Provinsi NTB menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon

dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf

b yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan

menuangkan dalam Berita Acara.

c

d

B DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf a yang wajib

disampaikan kepada KPU Provinsi NTB terdiri atas:

a. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai

dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK

Parpol beserta lampirannya;

b. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon

Perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK

Perseorangan beserta lampirannya;

c. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon,

sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana

dimaksud dalam BAB II hurufA angka t hurufa; hurufb; huruf

f; huruf g; huruf o;huruf p; huruf q; huruf r; huruf s; huruf t;

huruf u; huruf v; dan huruf w menggunakan formulir Model

BB. 1-KWK;

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c

dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi,
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KPU Kabupatenf Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas
KabupatenlKota;

surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II
Huruf A angka t huruf f dilengkapi dengan:

1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

2l surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (cttlpa

leui"s) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon
yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan
(ctipaleuisl atau alasan politik; atau

3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara wqjib menyerahkan:

a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana

dalam penjara dengan disertai buktinya;

b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap; dan

c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan

bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap;

bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana

dimaksud dalam BAB II Huruf A angka t huruf g, wajib

menyerahkan:

1i surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;

2l surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon

yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang

berulang dari Kepolisian Daerah;

f.
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3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara

dari kepala lembaga permasyarakatan;

4l surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari

kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon

mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

menjelang bebas; dan

5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

g. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam

BAB II Huruf A angka t huruf i;

h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal

Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela

sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka t huruf j,

yang dikeluarkan oleh Kepoiisian Daerah untuk Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur yang wiiayah kewenangannya

meliputi tempat tinggal Bal<al Calon yang bersangkutan;

i. Surat Tanda Terima Penyerahan l,aporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai bukti

pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam

BAB II HurufA angka t hurufk;
j. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang

Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

sebagaimana dimal<sud dalam BAB II Huruf A angka t huruf l;

k. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti

pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam

BAEI II Huruf A angka t huruf m;
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l. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas

nama Baka1 Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau

sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak {KPP)

tempat Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam

BAB II Huruf A angka t hurufn;
m. Keputusan Pemberhentian Sebagai Penjabat Gubernur, penjabat

Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai

penjabat Gubernur, pedabat Bupat atau penjabat Walikota

sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon sebagaimana

dimaksud dalam BAB II Huruf A angka t huruf s;

n. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh

Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan

Gabungan Partai Politik bagi Calon yang diusulkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh

Baka1 Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan formulir

Model BB.2-KWK;

o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

p. Fotokopi Ij azah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam

BAB II HurufA angka I hurufc;
q. Naskah visi, Misi dal Program Pasangan Calon mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang

ditandatangani Pasangan Calon ;

r. Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota,

dan/atau Kecamatan;

s. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukural 4 (empat)

centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat)

lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto

Calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15.2 (lima

belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua)

lembar beserta soficopg.

-39-
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Pengesahansurat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah

oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan

dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan

kepengurusan Partai Politik yang sah.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah

oleh bakal calon Perseorangan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1' huruf c

ditengkapi:

a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri bagi Calon yang berstatus

Gubernur, Wakil Gubernur,Bupati' Wakil Bupati' Walikota dan

Wakil Waliko ta yang mencalonkan diri di daerah lain;

4

b Surat Pengajuan Pengunduran

Perwakilan RakYat, Dewan

Diri Sebagai anggota

Perwakilan Daerah,

Dewan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia'

Kepolisian Negara Republik Indonesia' Pegawai Negeri Sipil atau

Kepala Desa;

Surat PernYataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan
c

d

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil

bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur' penjabat

Bupati atau Penjabat Walikota;

TandaTerimadaripejabatyangberwenangataspenyerahan
surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana

dimaksud pada huruf a' huruf b' huruf c dan huruf d; dan

Surat Keteralgan bahwa pengunduran diri atau pemyataan

berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a' huruf b' huruf c

danhurufdsedangdiprosesolehpejabatyangberwenangyang

disampaikankepadaKPUProvinsiNTBpalinglambat5(lima)
hari sejak ditetapkan sebagar calon'

e

t.
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5. Pasangan calon menyampaikan sarinan surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c kepada:
a. Bawaslu provinsi NTB;

b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

6' I"ampiran Surat Pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari partai
Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
angka t huruf a, meliputi:

a. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang
persetujuan Bakal pasangan calon menggunakan formulir
Model 8.1-KWK parpol;

b. surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang
bergabung untuk mengusulkan pasangan calon menggunakan
formulir Model 8.2-KWK parpol;

c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dengan Pasangan calon untuk
mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model 8.3-
KWK Parpol;

d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi,

dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani

oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;

e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana

dimaksud pada angka 1.

7. l,ampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan,

sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b, meliputi:

a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan

Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III

Huruf B angka 2 huruf c angka 26 huruf g) untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Visi, Misi,

dan Program Pasangan calon sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani

oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model 8.3-

KWK Perseorangan;
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c. Naskah visi, Misi dan program pasangan caron mengacu pada
Rencana pembangunan Jangka panjang (RpJp) Daerah yang
ditandatangani oleh pasangan Calon; dan

d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai d.engan angka 5.

8' Partai Politik atau Gabungan Partai politik atau Bakal pasangan
calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat
pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam
huruf A angka 3 huruf a sampai dengan huruf h.

9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada
angka 8 berpedoman pada Keputusan Komisi pemilihan umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Kampanye pemilihan

Gubernur Dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2o1g.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5,

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan Huruf Kapital narna

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau

narna Pasangan Calon Perseorangan.

11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 10, dibuat dalam 2 {dua)

rangkap, meliputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkaP salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Pemeriksaan Kesehatan Calon

a. KPU berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia

{IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pengurus Pusat

Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:

U standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika; dan

2l standar kemampuan secara jasmani dan rohani'

yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
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b. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani,

rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar

kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud

pada huruf a kepada KPU Provinsi NTB.

c. KPU Provinsi NTB berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter

Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi

Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa

kesehatan yang terdiri atas:

1) Dokter;

2l ahli psikologi; dan

3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika,

yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi

Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi

Indonesia.

d. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:

1) Ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan

2l anggota

e. KPU Provinsi NTB menyampaikan:

1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada

huruf a angka 1 kepada tim pemeriksa kesehatan

sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 kepada

Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal

Pasangan Calon perseorangan.

f" KPU Provinsi NTB menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah

atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan

rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU

Provinsi NTB.

g. KPU Provinsi NTB menyampaikan nama rumah sakit

pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf f
kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai

Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas

penyalahgunaan narkotika.
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h. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang

menyatakan:

1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan

rohani; dan

2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika,

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

i. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan

sebagaimana dimaksud pada huruf h dengan dilampiri seluruh

hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi NTB'

sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

j. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i bersifat final

dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

2. Penelitian Persyaratan Administrasi

a. KPU Provinsi NTB melakukan penelitian persyaratan

administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling larna 7

(tujuh) hari.

b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a

dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan

Lampirannya.

c. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penelitian

terhadaP:

1) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan

Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

2l tanda tangan Pasangan Calon;

3) materai; dan

4l kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam

KePutusan ini.

3. Penelitian RiwaYat Pendidikan

a. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas

sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Ca-lon wajib

menYertakan:

1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruar
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tinggr yang bersangkutan;

2l legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi

negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi

negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah

berganti nama; dan

3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan

Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama

di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila

perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak

beroperasi lagi.

b. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar

(STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh

instansi atau satuan kery'a yang menyelenggarakan urusan

pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat

sekolah dimaksud pernah berdiri.

c. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti

ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah

bersangkutan.

d. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi

lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti

ijaaah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama

di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

e. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala

sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yarl.g

menyelenggarakan urusan pendidikan.

f. Pengesahan fotokopi ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah

internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan

dan / atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
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g. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh

pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan

urusan pendidikan.

4. Penelitian Terhadap Calon Yang Tersangkut Masalah Hukum

a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, surat keterangan

catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU

Provinsi NTB melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan

Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang

berkekuatan hukum tetap.

b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Provinsi NTB

melakukan klarilikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk
memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan;

1) pernah dipidana penjara; atau

2l telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

5. Klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan

a- Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari
masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan

pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi NTB

dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

b. KPU Provinsi NTB dan instansi terkait menuangkan hasil
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita
Acara.

6. Penyampaian Hasil Verifikasi

a. KPU Provinsi NTB menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b kepada Bakal

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2
(dua) hari setelah verifikasi.

b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau
persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum

memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon
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perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki persyaratan paling lama 3 {tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi NTB.

Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada

huruf b dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan

Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan

jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.

Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan

tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau

bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon

yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau

Bakal Pasangan Calon baru.

Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pada masa

perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan

persyaratan jumlah minimal dukungan dan /atau persebaran dan

menyampaikan kepada KPU Provinsi NTB pada masa perbaikan

selama 3 {tiga) hari.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan

Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan
perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada

KPU Provinsi NTB pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah

pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

3- Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2 dilakukan hanya terhadap dokumen yang

dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat

dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6 huruf b.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan

dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan

memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
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C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Perbaikan syarat dukungan bagt Bakal pasangan Calon
perseorangan sebagaimaaa dimaksud dalam huruf A angka 6 huruf
b, dilakukan dengan ketentuan:

a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2
(dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

b. dukungan yang diserahkan sebagaimala dimaksud pada huruf
a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan
dukungan sebelumnya kepada Bakal pasangan Calon manapun
dan / atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain
daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan

wilayah administrasi PPS dan/ atau daftar nama pendukung
yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa/kelurahan dan
kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa

perbaikan.

3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan

dukungan dalam bentuk soficopg dan lnrdcopg sebanyak 3 (tiga)

rangkap kepada KPU Provinsi NTB atau KpU Kabupate n /Kota.
4. KPU Provinsi NTB menyampaikan berkas perbaikan dukungan

sebagaimana dimaksud pada angka 3:

a. 1 (satu) rangkap salinan kepada ppS melalui ppK;

b. I (satu) rangkap salinan kepada Bakal pasangan Calon
perseorangan, setelah mendapat pengesahan KpU provinsi NTB
dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip; dan

c. 1 (satu) rangkap asli kepada KpU provinsi NTB untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal pasangan

Calon, KPU provinsi NTB melakukan prosedur sebagaimana
dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 4.

6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud daram BAB
IV huruf A angka 4, KpU provinsi NTB mencatat penerimaan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen perbaikan
(formulir Model TT.2-KWK).
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7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pada angka 3, meliputi

dokumen:

a. surat pernyataan dukungan yang berisi data daftar nama

pendukung sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf A

Angka 2 huruf f, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung

menggunakan formulir Model B. I-KWK Perseorangan Perbaikan;

b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan

formulir Model 8.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi

data sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf A Angka 2

huruf i dan hurufj.
B. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang

disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal

Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Provinsi NTB dan

dituangkan dalam Berita Acara.

9. KPU Provinsi NTB menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara

sebagaimana dimaksud pada angka B.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

Calon

a. KPU Provinsi NTB melakukan verifikasi terhadap perbaikan

persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf B Angka

1, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

b. Verilikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan

terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan

lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi

dari Bawaslu Provinsi NTB atau laporan tertulis dari masyarakat

yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas,

bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan

uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

c. Rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB atau laporan tertulis

masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b

ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi NTB dengan melakukan

klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
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mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

d. Hasil verifrkasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan

la.mpirannya.

e. KPU Provinsi NTB mengumumkan kepada masyarakat dan

menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon

perseoran8an.

f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan

belum lengkap dan/ atau tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan Bakal Pasangan Calon tidak

melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon

sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalalgan tetap,

dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Provinsi

NTB melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik

setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan

kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan

Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai

Politik.

i. KPU Provinsi NTB meneiiti keabsahan dokumen kepengurusan

berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
h.

Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. KPU Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi administrasi

perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh

prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka

2 hurufa angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5) dan

hurufb angka 11).

b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
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kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya,

KPU KabupatenlKota melakukan verilikasi administrasi

terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam

BAB V Huruf C Angka 1 dan Angka 2.

c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak

mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan

dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal

Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi

syarat dukungan.

d. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dugaan

dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan

prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka

2 hurufb angka 17) dan angka 18).

e. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung

telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon

perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka

dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

f. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, PPS melakukan

verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal

Pasangan Calon perseorangan danlatau tim penghubung Bakal

Pasangan Calon.

g. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada

huruf f dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksu dalam BAB III huruf B angka 2 huruf c angka 5)

sampai dengan angka 18), angka2ll dan angka22l.

h. Berdasarkan hasil verilikasi faktual oleh PPS, PPK

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur

sebagaimana dimaksu dalam BAB III huruf B angka 2 huruf c
angka 25).

i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur

sebagaimana dimaksu dalam BAB III huruf B angka 2 huruf c
angka 26.
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j. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU

Provinsi NTB melaksanakan rekapitulasi terhadap hasil

verifikasi hasil perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2 huruf e aagka 27.

k. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada

huruf h, huruf i dan huruf j, KPU Provinsi NTB melakukan

verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan

persebaran.

l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana

dimaksud pada huruf k, dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan

persebaran dukungan, KPU Provinsi NTB menyatakan

perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangarl

memenuhi syarat.

m. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana

dimaksud pada huruf k, dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan

persebaran dukungan, KPU Provinsi NTB menyatakan

perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi

syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

PENETAPAN PASANGAN CALON

1. KPU Prorrinsi NTB menetapkan hasil verifikasi persyaratan

pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon

peserta Pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan Hasil

Verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada

angka l, KPU Provinsi NTB menetapkan Pasangan Calon dengan

Keputusan KPU Provinsi NTB.

3. KPU Provinsi NTB mengumumkan hasil penetapan Pasangan

Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Rapat Pleno

Terbuka di Kantor KPU Provinsi NTB.
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Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan

keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri

Sipil kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan

diri di daerah lain wajib menyampaikan Keputusan pejabat yang

berwenang tentang Pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, kepada

KPU Provinsi NTB paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari

pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat

Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan Surat

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi

NTB paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutar

suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 3O (tiga puluh)

hari sebelum hari pemungutan suara.

Calon yang tidak menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud

pada angka 4, 5 dan 7 dan tidak dapat membuktikan bahwa

pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon

Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak dapat mengajukan

Calon Pengganti.

5
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NOMOR URUT PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi NTB melakukan pengundian nomor urut Pasangan

Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf A
angj<a 2 dalam rapat pleno terbuka.

2. Rapat pleno KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud angka I
dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon perseora-ngan;

d. Tim Kampanye;

e. Bawaslu Provinsi NTB;

f- media massa; dan

g. tokoh masyarakat.

3. Pasangan Calon wajib hadir dalam Rapat Pleno Pengundian Nomor

Urut sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam Rapat Pleno

dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan, Pengambilan Nomor Urut sebagaimana

dimaksud pada angka 3 dan penandatanganan pada rancangan

daJtar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim

Kampanye.

5. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan

membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

6. KPU Provinsi NTB mengumumkan hasil pengundian nomor urut

sebagaimana dimaksud pada angka 1.

7- Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon darr

surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang

tercantum da-lam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon

yang bersangkutan.

8. KPU Provinsi NTB menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon

dalam daJtar Pasangan Calon.

9. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

angka 8, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Pasangan Calon.
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10. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 9, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi

NTB.

PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi NTB mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan

Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2

(dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

2. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka I bersifat final dan mengikat.

3. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari

pemungutan suara.

D PENGUMUMAN LHKPN PASANGAN CALON

1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan

pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan /atau klarifikasi Komisi

Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 {dua)
hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KpU

Provinsi NTB.

2. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan
laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana

dimaksud pada huruf a, Pasangan Calon dapat memberikan surat
kuasa kepada KPU Provinsi NTB untuk mengumumkan.

E. LARANGANMENGUNDURKANDIRI

1. Partai Politik atau Gabungan partai politik dilarang menarik
pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari
Pasangan Calon setelah penetapan pasangan Calon.

2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari pasangan Calon
sebpgaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mengundurkan diri
terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon oleh KpU
Provinsi NTB.
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Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan

Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan

Calon pengganti.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan

Calon danr/ atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan gugur sebagai

peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon

dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

diumumkan kepada masyarakat.

Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud
pada angka 4, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain
yang telah ditetapkan.

Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU

Provinsi NTB.

Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan gugur dan tidak

dapat diganti.

Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikenakan

sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Pemilihan.

BAB VII

PENGGANTIAN BAKAL CALON DAN CALON

ALASAN PENGGANTIAN BAKAL CALON DAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam

hal:

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b
meliputi keadaan:

A

4.

5.
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a. meninggal dunia; atau
b' tidak mampu meraksanakan tugas secara permarlen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat Keterangan dari
Lurah/Kepala Desa atau Camat setempat.

4' Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara
perrnanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan
dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

5' Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka t huruf a dapat dilakukan pad.a tahap sebagai
berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
b. sebelum penetapan pasangan Calon.

6' Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud angka t huruf b dan huruf c dapat ditakukan pada tahap
sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
b. sebelum penetapan pasangan Calon; atau
c. sejak penetapan pasangan caron sampai dengan 30 (tiga puluh)

hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada

angka t hanya dilakukan terhadap Bakal calon atau calon yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada

angka 7 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
a. calon Gubernur menjadi calon Wakil Gubernur; atau

b. calon Wakil Gubernur menjadi calon Gubernur.

9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian

bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat

persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak
mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
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11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a dilakukan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A

angka 6 huruf e.

B. PENGGANTIAN CALON OLEH PARTAI POLIT]KATAU GABUNGAN PARTAI

POLITIK

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana

dimaksud dalam huruf A angka t huruf b dan huruf c dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon

pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan Calon

dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Partai Politik atau Gabungan partai politik dilarang menarik
dukungannya kepada calon atau pasangan Calon pengganti
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

3. dalam hal Partai Poritik atau Gabungan partai politik menarik
dukungan kepada calon atau pasangan Calon pengganti, dukungan
Partai Politik atau Gabungan partai poritik tetap dinyatakan sah;

4. dalam hal Partai politik atau Gabungan partai politik tidak
mengajukan calon atau pasangan Calon pengganti sebagaimana

' dimaksud dalam huruf a, sarah satu calon dari pasangan caron yang
tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dinyatakan gugur dan partai atau Gabungan partai poritik pengusul
calon atau Pasangan calon tidak dapat mengusurkan calon atau
Pasangan Calon lain;

5. dalam hal sal2h s61lr calon dari pasalgan calon berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh
sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, partai potitik atau
Gabungan Partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti,
salah satu calon dari pasangan caron yang tidak berhalangan tetap
atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
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telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan calon;

dan

dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap

atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d'

KpU Provinsi NTB wajib mengumumkan kepada masyarakat'

C. PENGGANTIAN CALON PERSEORANGAN

Penggantian calon dari Pasangan calon perseorangan karena

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam

huruf A angka t huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau

dijatuhi pid"ana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan

tidak dapat mengikuti Pemilihan;

2. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama

7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak

pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap;

3. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari

Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau

yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;

4" dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka

waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan
suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti,

salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap
atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengad"ilan yang
telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
dan;

6

jdih.kpu.go.id/ntb



dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon
perseorang€rn yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KpU provinsi NTB wajib
mengumumkan kepada masyaralat.
Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud datam huruf B
angka 5 dan huruf C angka 4, KpU provinsi NTB melanjutkan
Pemilihan dengan salah satu calon dari pasangan Calon yang tidak
berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan.

D. VERIFIKASI DOKUMEN CALON PENGGANTI

1. KPU Provinsi NTB merakukan verifikasi terhadap kerengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan Calon
pengganti sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 5 huruf a,
dan menetapkan pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya surat pengusulan caron atau pasangan calon pengganti.

2. KPU Provinsi NTB merakukan veri{ikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan Calon
Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasar dalam HurufA Angka
5 huruf b dan huruf c paling rambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya
surat pengusulan calon atau pasangan Calon pengganti.

3. KPU Provinsi NTB menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada angka 2 secara tertulis kepada pimpinan partai
politik atau gabungan partai poritik dan caron atau pasangan calon
pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi
syarat atau tidak memenuhi syarat.

4. Dalam hal dari hasil peneritian sebagaimana dimaksud pada angka 3
calon atau Pasangan calon pengganti dinyatakan Tidak Memenuhi
Syarat, Partai Poritik atau Gabungan partai politik tidak dapat
mengusulkan calon atau pasangan Calon pengganti.

5. Partai Politik atau Gabungan partai politik yang calon atau pasangan

Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada angka 4 tidak dapat mengalihkan dukungannya
kepada Pasangan Calon lain.

5
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E. MEMBUKA KEMBALI PENDAF"IARAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau
Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 4 dan mengakibatkan
jumlah Pasangan Calon kurang dan 2 (dua) pasangan, KpU provinsi

NTB membuka kembali pendaftaran pasangan Calon.
2. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka

paling lama 3 (tiga) hari.

BAI} VIII

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN BAGI PARTAI POLITIK

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima
imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam
proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti
menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka L, Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang
mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang

sama.

5. Dalam hal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi

imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon

peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai

Gubernur, Wakil Gubernur NTB dibatalkan.

6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti
menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan

sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Pemilihan.

t
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LARANGAN BAGI CALON SELAKU PETAHANA

1. Bakal Calon selaku Petahana dilarang melakukan penggantian

pejabat6(enam)bulansebelumtanggalpenetapanPasanganCalon

sampai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ)'

2. Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan,

program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan

6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan calon sampai

dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih'

3. Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Petahana yasLg

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat'

C. PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

1. pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pemilihan oleh KPU Provinsi NTB, apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

memengaruhi pemilih berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari

Pemungutan Suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau

lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, sebelum hari Pemungutan Suara;

c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan

imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak

atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi

NTB atau Panwas Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU

Provinsi NTB;

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa
jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai

Petahana;
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f. menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah

Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum

ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan

Pasangan Calon Terpilih, bagi Caton atau pasangan Calon yang

berstatus sebagai Petahana; dan

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang

berstatus sebagai Petahana.

Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut pasangan

Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

A. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengumumkan daftar bakal pasangan

Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk
mendapat masukan dan tanggapan.

B. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka

I dapat disampaikan kepada KPU Provinsi NTB, pada laman KPU Provinsi

NTB danr/atau Media Cetak atau Media Elektronik sampai dengan masa

penelitian.

C. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka

2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X

PE}IYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Pasangan Calon

dengan KPU Provinsi NTB sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

KPU Provinsi NTB tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan.

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
pada angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu

Provinsi NTB.

2
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Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi

NTB, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara.

Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dilakukan

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

A. DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Panwas Kabupaten / Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan,

Kepala Desa dan perangkat Desa dilarang memberikan dukungan

kepada Pasangan Calon Perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/ atau penelitian

faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada

Angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa

penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan

sampai dengan Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU

Provinsi NTB dapat memanfaat-kan sarana teknologi.

B. PENGGUNAANGELAR

1. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar

sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan

pencalonan dan syarat calon.

2. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1

dibuktikan dengan fotokopi ijazah y ang telah dilegalisir.

PERUBAHAN NAMA PARPOL

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi

Partai Politik baru dengan Badan Hukum yang baru, KPU Provinsi Nusa

Tenggara Barat meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada

Menteri.

2

4

C

BAB XI

KETENTUAN LAIN.LAIN
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D. PENCALONAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseor€rngan menjadi

Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan

surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan

sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorang€ul menjadi

Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan

surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan

sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

3. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

angka I dan angka 2, wajib menyampaikan:

a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri kepada pejabat yang

berwenang;

b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan

surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a;

dan

c. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana

dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang

berwenang;

kepada KPU Provinsi NTB paling lambat 5 (lima) hari sejak
ditetapkan sebagai Calon.

4. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2 wajib menyampaikan keputusan
pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan
sebagaj calon.

PENGADUAN KETIDAKBENARAN IJAZAHISTTB

1. Dalam hal terdapat Pengaduan atau Laporan tentang
Ketidakbenaran Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pasangan

Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah
dilakukan Penetapan pasangan Calon, KpU provinsi NTB
meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti
sampai dengan adanya

hukum tetap.

E

Putusan Pengadilan yang berkekuatan
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2 Dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka I

menyatakan ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon

Tidak Sah, penggunaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan Pasangan Calon

yang bersangkutan dinyatakan gugur.

F. PEMILIHAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan

masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan

yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan

ketentuan:

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang

belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh

persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kuran g 25o/o

(dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang

telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang

belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 207o (dua puluh
persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang
25o/o (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah
diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan

komposisi Partai Potitik atau gabungax partai politik yang

berbeda; atau

c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorang:rn yang telah
menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian
administrasi dan faktual, narnun tidak mendaftar pada masa
pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangal
pendaftaran.

2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran halya
terdapat 1 (satu) pasangan caron yang diterima pendaftarannya dan
tidak terdapat Partai poritik atau beberapa partai politik yang belum
mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran fagi pasangan

Calon perseorangar yang telah menyerahkan syarat dukungan serta
telah mengikuti penelitian administrasi dan faktuar, namun tidak
mendaftar pada masa pendaftaran.
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Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan

kembali pendaftaran.

Dalam hal terdapat keadaan:

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhimya

masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud da-lam

Pasal 102, hanya terdapat I (satu) Pasangan Calon yang

mendaftar;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan

berdasarkan hasil verilikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan

Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan
penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan

kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang

mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan

hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang

mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat

dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang

berhalangan tetap yarrg mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari
pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan

tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan

Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan

sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat

1 (satu) Pasangan Calon,

KPU Provinsi NTB melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1

(satu) Pasangan Calon.

4
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Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang

Pemilihan dengan I (satu) Pasangan Calon.

1 (satu) Pasangan

berpedoman pada

mengatur tentang

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2Ol7

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,
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LAMPIRAN II

PEDOMAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 93 / HK/ 03. 1 -Kpt/52 / Prov I tx/ 2OtT

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT

A. SYARAT CALON

1. MODELBB.I-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT

MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL BB.3 _KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN

USAHA MILIK NEGARA {BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH

(BUMD)

B SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODELB-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

DAN WAKIL

2- MODEL 8.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK

TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL B.2-K\ryK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI

POLITIKIGABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN

GUBERNUR DAN \VAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

2

3

4
J
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MODEL 8.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI

POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN

CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT

MODEL 8.4-KWK PARPOL

SURAT PERI{YATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN

PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RPJP DAERAH

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1 MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT DARI PERSEORANGAN

MODEL B. 1 -KWK PERSEORANGAN

SURAT PERI\IYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

4

5

2

3 MODEL B. 1-KWK PERSEORANGAN {KOLEKTTF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

CALON

WAKIL

4 MODEL 8.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT

MODEL 8.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERI{YATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN

PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN GUBERNURDAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT DENGAN RPJP DAERAH

5
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D BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH
MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEM]LIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL B A.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN
PERI{YATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL BA. 3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAF'TAR PEMILIH
TETAP DAN/ATAU NAFTAR PENDUDUK POTENSIAL

PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL 8A.3. 1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL

MODEL BA. 4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT

MODEL BA. s-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUALTERHADAP

DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN ALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT

LAMPIRAN MODEL BA. 5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERI\iYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

2

3

4

5

6

7
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8. MODEL E}A.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DI TINGKAT KECAMATAN

LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KE"IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

DI TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL F.A.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGANCALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DI TINGKAT

KABUPATEN/ KOTA

11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERI{YATAAN KE"IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN

CALON

12. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

13. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN

PERI{YATAAN KB-IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT

PROVINSI.
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E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

MODEL TT. I-KWK DAN LAMPIRAN MODEL T'T.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

1

MODEL T"T.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL T'I.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN

ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL BA.HP PERBAIKAN.KWK DAN LAMPIRAN MODEL

BA.HP PERBAIKAN-KWKBERITA ACARA HASIL PENELITIAN

PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATANPENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGAI?T{ BAILAT

F. MASAPERBAIKAN

BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. MODELBA.l KWK-PERSEORANGANPERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH

MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

TERHADAPKESESUAIAN DATA PENDUKUNG

PERBAIKAN DENGAN PER},IYATAAN DUKUNGAN

PERBAIKAN DALAM PEMILiHAN GUBERNURDAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

2

c

4

1
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c MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN

DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR

PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA

BARAT

MODEL BA.3. 1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS

MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL BA. s-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKruAL TERHADAP

DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERI{YATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA

BARAT

MODEL 8A.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASIDUKUNGAN PERBAIKANBAKALPASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DI

TINGKAT KECAMATAN

d

e

f.

g.

h
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LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KE.IADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI

DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DI TINGKAT

KECAMATAN

MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASIDUKUNGAN PERBAIKANBAKALPASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DI
TINGKAT KABUPATEN / KOTA

K. LAMPIRAN MODEL E'A.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERI{YA?AAN KE"IADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASIDUKUNGAN

PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

MODEL BA. 8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKANBAKALPASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR DI T]NGKAT PROVINSI

m LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERI{YATAAN KF^IADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI

DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI.

FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

A. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNURNUSATENGGARABARAT

i.

j

1.

2
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b MODEL B. 1 -KWK PERSEORANGAN PERBATKAN (KOLEKTIF)

SURAT PERI{YATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MODEL 8.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

c.
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MODEL BB.I.KWK

SURAT PE,R]iIYATAAIT
BAI(AL CALON GUBrRryuR/ wAIfl L GUBERIYUR

NUSA TENGGARA BARAT

e

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama

b. NIK

c. Jenis kelamin

d. Pekerjaan

Tempat dan tanggal : .......
.....tahun lahir/umur

f. Alamat tempat tinggal :.............

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. Ulr[uM
1. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg4s, cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau wakil Gubernur,
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai
ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o peraturan Kpu tentang
Pencalonan dalam Pemilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang
sarna;

b. wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon wakil Bupati, calon
walikota, atau calon wakil walikota di daerah yang sama; atau

c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
walikota di daerah yang sama; Gubernur bagi calon wakil
Gubernur, di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur atau
Wakil Gubernur

jdih.kpu.go.id/ntb
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B. KHUSUS

Beri
centang

pada kolom
lnt

Uralan Status Khusus

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).

Terpidana karena alasan politik

menjalani penj
jujur

menjalani tidak

Terpidana tidakyang dalampidana ara dansecara terbuka dan ukakanmengem bkepada likpu
bahwa saya sedang pidana di dalam penJara

menjalani

terhadap

tanMan Terpidana telahyang selesai masapidananya paling 5singkat tah seun(lima) umbel adwalJ
danpendaftaran bukan Mantan Terpidana bandar narkoba

uata Mantan ?erpidana seksualkejahatan anak

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

a

b

pidana
paling

jujur

tanMan telahTerpidana selesaiyang alanimenJ penjara
teta belump1 melampaui 5singkat untah sebelum{lima}

waladJ danpendaftaran bukan tanMan bandarTerpidana
konar a,ba uta Mantan tanahaTerpidana sekskej uaI terhadap

sertaanak, secara danterbuka mengemukakan kepada
publik bahwa saya adalah:

mantan terpidana; dan

bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/wakil
Gu bernur/ Bupati / wakil B upati/ walikoia / wakil walikota*)
dari daerah lain.

di

diri

unbersedia tuk cuu Iuar selama masangantanggu negara
bernGu ur w \,akil bernubagrkampanye ur, wBu akilti,pa

uB W ataualikota akilw wpati alikota mencalonkanvang
sama.

Penj Ped
alikota*)

diri Pegawai ipil
di

telah berhenti SE abat bernGu urbagai baa tI
abat wBupati / saatPenj danpada pendaftaran

bersedia urkan SCmengund Dbagai Negeri sejak
Calon

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional
Indonesia sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon.

di daerah
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bersedia mengundurkan diri sebagai Keporisian NegaraRepublik Indonesia sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Negeri sipil sejakditetapkan sebagai pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan-calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan usaha Milik Negara
atau Badan usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota Kpu, Kpu provinsi, Kpu
Kabupaten /Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas
Kabupaten/Kota sebelum pembentukan ppK dan ppS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/If,akil

Gubernur)

Keterangan:*) Pilih salah satu.

MATERAI

jdih.kpu.go.id/ntb



MODEL BB.2 -KWK

DAI"TAR RIWAYAT HIDUP
CALOIT GUBERTITUR/ IIIAI(IL GT'BTRITUR

ITUSA TENGGARA BARAT

A. Data. Pribadi

B. Riwayat Pendidikan **)

Jabatan Institusi Tahun

Nama Lengkap

Tem Lahir
NIK
Usia
Alamat Tempat Tinggal

Email
Jenis Kelamin Laki-laki/ Perempuan *)

Status Perkawinan Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)

NPWP

Hobi
Moto Hidup

Jenjang Institusi Tahun (masuk - lulus)

Jenjang Institusi Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

jdih.kpu.go.id/ntb



D. Pengalamar Organisasi **)

E. Publikasi **)

F. Penghargaan **)

G. Data Keluarga

H. [,ain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh
KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

20.....

Yang Membua t penty ataan,

Calon Gubernur/ Wakil Gubernur

Materai

Jabatan Institusi Tahun

_Istri/Suami
Jumlah Anak

1Anak
2

dst...

jdih.kpu.go.id/ntb



Ketua

Mengetahri ***),
DpC partai politik atau sebutan latn/

Gabungan DpD/DpW partai politik atau sebutan
lain

provinsi Nusa Tenggara Barat
yang Mengajukan pasangan

Calon partai

Set<retaris

)

Ketua

(

Yang Mengajukan pasangan

Calon Partai

Yang Mengajukan pasangan

Calon Partai

Sekretaris

(
)

Ketua Sekretaris

(. (

Keter:angan :
*) coret yang tidak perlu.
*") dimulai dari tahun yang lebih awal.
**n) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan partai politik.

{

.)
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MODEL BB.3 .KWK

SURAT PERNYAfAAN BERIIENTI DARI JABATAN PAI)A BADAII USATIA
MILIK NEGARA {BUMNI/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD}*}

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jenis kelamin

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat tempat tinggal

tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang
paling lambat 3o (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

2A

MATERAI

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan
diserahkan paling lambat 5 {tima) hari sejak penetapan pasangan calon.**) pilih salah satu.

Keterangan:
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MODEL B.KWI(
PARPOL

ST,RATPENCALONAN
CALON GUBERNI'R DIIN WANIL GUBERNT'R

I{USATEISGGARA BARAT

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan Komisi pemilihan
Umum, bersama ini didaftarkan pasangan calon Gubernur dan wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat oleh Dewan pimpinan Daerah/ Dewan pimpinan
Wilayah*) Partai
meliputi:

atau Gabungan Partai Politik*) yang

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/ suara *);

2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)
kursi/ suara *);

3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)

kursi/ suara *).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sahn) sebanyak Kursi/Suara*)
dan telah memenuhi paling sedikit 20 yo dari jumlah kursi DpRD provinsi

sebanyak kursi atau pa-ling sedikit 25 yo dari akumulasi
jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD provinsi sebanyak

suara sah.

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didaftarkan :

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan
digunakan sebagaimana mestinya.

ini dibuat dengan sebenarnya untuk
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DPW/DPD*l/Gabungan DpW/DpD *)

Provinsi l$usa Tenggara Barat

Yang MengaJukan Fasangan Calon *)

Partal

Ketua Sekretaris

) (

Partai

Ketua Sekretarls

)

Partal

Mate ra i

Ketua Sekretaris

) I )

Keterang
an:

1. 1 Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik.

Mate

(

(..........................t
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MODEL B.l.KtrII(
PARPOL

KIPUTUSATY DTWAIV PIMPIIYAIT PUSAT
PARTAI ............................ o...................
NOMOR i .......................t..............

TENTAITG
PERSETUJUAN PASAITGAN CALON GUBERNUR DAN

UIAIilL GUBERNUR ITUSA TTNGGARA BARAT

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur
dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi Nusa Tenggara
Barat Partai
Partai

Dewan Pimpinan Tingkat pusat

, memberikan persetujuan kepada pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :

1. Nama Calon Gubernur:

2. Nama Calon Wakil Gubernur:

sebagai calon Gubernur dan wakil GubernurNusaTerrgaraBarat

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

20

Dewan Pimpinan Pusat

Partai

Mate
rai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*|

Sekretaris
Jenderal atau
sebutan lain*|

(

( )

Ketenangan :

*l Pilih salah satu

cap

...)
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MODELB.2.KWK
PARPOL

SI,RATPERITTATAAN
XESEPAI(A?AIT PARTAI
POLITIK/GABT'NGAN PARTAI POLITIK*}

DALAM PEITCALOI{AN GUBERNUR DAN WAI{IL GUBERNUR
IIUSA TEI{(X}ARA BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan

atau

Pimpinan Tingkat

Gabungan PartaiProvinsi Partai

Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi:

1. Partai
dan

2. Partai
.......;dan

3. Partai

..... menyatakan :

t. qgpakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubemur; dan

2. tidak al<an menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam
Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL)

atas nama :

1. Calon Gubernur :

2. Calon Wakil Gubernur :

Demikian surat pernyataan

sebenamya

sebagaimana mestinya.

ini dibuat dengan

untuk digunakan

....20...

DPW/DPD/ Partai Polttlk atau sebutan latn *)/
Gabungan DPW/DPD/ Partal Polltik atau

sebutan laln *)
Provlnsl l[usa Tenggara Barat

Yang Mengajukan Pasanganjdih.kpu.go.id/ntb



Calon *l

Partai

Materai

Materai

Ketua

(..........................|

Sekretaris

(.........................rf

Partai

Ketua Sekretaris

(..........................1
{ I

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

( I ( lraaaaraaaaaraaaaaaaaaa a aaa

Ketemngan:

1. ") Pilih salah satu.
2. Qeliap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.
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MODELB.S.I(UIK
PARPOL

PERNYATAAN KESEPAXATAN
AITTARA PARTAI POLTTIKI GABUNGAN PARTAI POLITIK*}DTIYGAIV PASAITGAIT CALOTT GUBERIYUR DAIT WAKIL GUBERNUR

NUSA TEITTGGARA BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, pimpinan:
1. Partai
2. Partai
3. Partai dan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Gubernur:

2. Nama Calon Wakil Gubernur:

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses pemilihan
Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan undang-Undang dan Peraturan Komisi pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

20....

DPUI/DPD Partai Politih atau sebutan Ho *)/
Gabungan DPtrI/DpD atau sebutan lain *f

Provinsi ltlusa Tenggara Barat
Yang Mengajukan Pasangan Calon *|

Materai Ketua

Partai

Sekretaris

) { l

l

Materai

{

Ketua

I

Partai

t

Sekretaris
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Partai

Ketua

Calon Gubernur

Pasangan Calon

Sekretaris

Calon Wakll Gubernur

I I

( I ( )

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan partai politik atau GabunganPartai Politik.

Materai
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MODEL B.4.Ifi[IK
PARPOL

1

)

PTRIITYATAAIY KESIESUAIAIU
ITASKAH VISI' MISI, DA![ PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAIIWAIilL GT'BTRNUR NUSA TENGGARA BARAT DENGAIT RPJP DATRAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan partai politik
Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) partai . atau
Gabungan Partai Politik*) Provinsi/ Kabupaten / Kota*)

yang meliputi:

Partai

Partai

;dan
3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, telah sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20...-

DPWIDPD Partai Politik atau sebutan lain *|/

Gabungan DPtrI/DPD Partat Politik atau sebutan lain *|

Provlnsi Nusa Tenggara Barat

Yang Mengajukan Pasangan Calon *|

Materai

Ketua

I{..........................}

Partai

Sekretaris
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Partai

Materai

Ketua Sekretaris

( , ( ,

Partai

Materai

(

Ketua Sekretaris

) ( I

Ketenngan:
1. 1 Pilih salah satu.
2. setiap h"l++* dibubuhi paraf oleh pimpinan partai politik atau GabunganPartai Politik.
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MODEL B-I(WK
PERSEORAI{GAIT

ST'RAT PEI{CALONAI{ PASAITGAIT CALON PIRSEORAITGAII
PEMILIIIAN GUBERITUR DAIT UIAKIL GUBIRNUR

ITUSA TENC}GARA BARAT TAHUN 2OL8

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi pemilihan
Umum, bersama ini kami pasangan Calon :

1. Nama Calon Gubernur:

2. Nama Calon Wakil Gubernur:

mengqjukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan
wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan jumrah pendukung

orang (....... ....%l dari jumlah pemilih, yang tersebar di
{-......"/ol Kabupaten/Kota *} sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KpU
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan
Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, dan dilampiri Berita Acara
rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon perseorangan dari
KPU Provinsi serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20....

Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur

Materai

t )

Keteransan:
*) Pilih salah satu
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MODEL B.l.KUrK
PERSEORAIVGAtr

SURAT PERITTATAA* DT'KUNGAil PERBAIKAIV PASAITGAIY CALOII,PERSEORAITGAIT DALAI}I PEMIUHAIT GIJBERNUR DAN WAKILGI'BERITUR IVUSA TENGGARA rNNEr rErrUN 2018

Kelurahan/Desa*)
Kecamatan Kabupaten /Kota*)

Provinsi

: Yang bertanda tangan di bawah ini,

*r,#fr"
3. Jenis Kelamin
4. Alamat
s. RT/RW
6. Tempat Lahir
7. ?anggal tahir.
8. Status perkawinan Belum Kawinl Sudah Kaurin/ pernah Kawin")

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela
mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2arg, atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

sebagai buldi dukungan Pasangan Calon perseorangan, dalam surat
Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda penduduk
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan
dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di
ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya
bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemilu
dan/atau Undang-Undang Hukum pid,ana.

20

Yang Membuat Pernyataan,

Keterangan:

-

*) Pilih salah satu.

dibuat untuk
kemudian hari

digunakan

ditemukan
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UODEL B. I-XWK PERSEORAfiGAIT

{KOLEKTTTI

SURAT PTRIITYATAAIT DUKUIVGAN PASAITGAN CALON
PERSEORAITGAN DALJ\M PEMITII{AN GT'BERIYI'R DAII trIAKIL

GTIBERI{I'R IIUSA TENGGARA BARAT TATIUil 2(}18

Kelurahan/Desa*) :

Kecamatan

Y bertanda di bawah kami

1 2 .) 4 5 6 7 8 I 10 1t

KabupatenlKota*) :

Provinsi
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dan
seterusny

I

I

I
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3
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2019, atas nama:

1. CalonGubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Surat pemyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pemyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami
bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum pidana.

Ketqrangan :

*) Pilih salah satu.
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MODEL 8.2-KWK
PERSEORAITGAIT

REI{APITULASI JUMLAII DUKUNGATY PASAIYGAIY CALOIT PERSBORAIVGAITDAI,AM PEITIILIIIAN GUBERIVUR DAIT wAIfiL GUBERITUR
ITUSA TEIVGGARA BARAT TATIUN 2018

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseor€rngan pemilihan
Gubernur dan wakit Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2oLg,atas nama:

1. CalonGubernur:

2" Calon Wakil Gubernur:

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di provinsi sebanyak 3.56g.594 orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota*) sebanyak 10 Kabupaten/Kota *);

3' Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KpU
Provinsi sebanyak 303.331 orang dan 6 Kabupaten/Kota*);

4. Jumlah seluruh dukungan pasangan calon perseorangan ora,g
{.....%);

5. Dukungan Pasangan calon perseorangan tersebar di
Kabupaten/Kota, *) atau setara dengan t.........%l

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon perseorangan

1 2 3 4
1 I I oran

2
g

3. dst....
g

.oran

2 1 oran
g

2 .oran
0

3. dst.
0

....oran

3.
dsf

I oran
g

a-:L.: ;*-:_......-- :

b
I

o
....oran
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2 oran
3. dst. .oran

2 dst 1 1 .oran

g
.oran

2 t
g

2 .oran
g

3. dst.
g

.........oran

3.
dsf

I
g

2
g

3. dst. .oran
E

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur

Materai

(

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

....oran

I

I

.oran
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MODEL B.3-I{UII(
PERSEORAI{GAIT

PERTYATAAIT KTSESUAIAIT

-NASI{AIMSI, 
MISI, DAN PROGRAM PASANGAII CALOIT PERSEORANcAIv

DALAM PTMILIHAN GUBERTYUR DAIT WAIilL GUBERITI'R NUSA TINGGARABARAT TAIIUN 2018 DENGATT RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Gubernur:

Nama Calon Wakil Gubernur:

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program pasangan calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat,
telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RpJp) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat d,engan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

.20....,

Calon Gubernur Calon trIakil Gubernur

Materai

(

Keterangan:
*l Pilih salah satu.

(

jdih.kpu.go.id/ntb



MODELBA.I-KWK
PERSEORAIIGAN

BERITAACARA
HASIL VERIFIKASI PEMEITUHAN JI'MLAII MIITIMAI, DAIT SEBARAN

DI'XI'NGAI{ DALAU PEMILIIIAIT GI'BERIIT'R DAI{ WAIilL GUBERITUR
ITUSA TEIVGGARA BARAT TAHUIY 2OI8

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di ................, KpU provinsi Nusa Tenggara
Barat telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan
Pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Nusa
Tenggara Barat, atas nama:

1 . Ca]on Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan pasangan calon
Perseorangan, KPU provinsi melakukan kegiatan sebogai berikut:
a' melakukan verifrkasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam dokumen
Perseorangan;

asli hardapg formulir Model B.1_KWK

b' melakukan verifikasi terhadap jumlah rampiran formulir Moder B.I-KWK
Perseorangan.

c' melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam sofiapg forrnulir Model B.I_KWK perseorangan;

Hasil verilikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hard.copg formulir Model B. 1_
KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di o/o

Kabupaten / Kota *) di provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebanyak
Kabupaten/Kota *), serta dinyatakan Memenuhi Syaratl

Tidak Memenuhi Syarat *) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

jdih.kpu.go.id/ntb



2

2' Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan danDinas Kependudukan catatan sipil yang menjadi lampiran FormulirModel B. l-KwK perseorangan sebanyak pendukung, serta
dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi syarat x)jumlah minimal
dukungan.

3' Jumlah dukungan yang terdapat daram sofrcopg formurir Moder 8.1_
KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di ... ........o/o

::::::l::i ::?"t,,L.XHii 
*"* renggara Barat atau sebanvak

Demikian Berita Acara ini dibuat daram 4 (empat)/s (lima) rangkap, danmasing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kpu
Provinsi*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. I (satu) rangkap untuk pasangan caron perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu provinsi;
3' 1 {satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KpU KabupatenlKota*).

NPU Provinsi Nusa Terggam Barat

Keterangan:

*) Pilih salah satu;

ilo NAMA JABATAI[ TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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MODEL BA.2-KI[IK
PERSEORANGAN

BERITAACARA
IIASIL VERIFII(ASI ADMINISTRASII TERTIADAP KESESUAIAIT DATA

PEITDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAIT DALAM PEMILIHAN
GUBERIIUR DAIT trIAIilL GT'BERITUR NUSA TEITGGARA BARAT

TATIUN 2018

Pada hari ini tanggal buhn Tahun duaribu bertempat di KpU provinsi Nusa Tenggara
Barat telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
pendukung dengan bukti pernyatan dukungan dalam pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan, Kpu
Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model 8.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda penduduk

atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil;

2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan witayah administrasi

PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan tersebut di
atas sebagai berikut:

TABEL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL 8.1 KWK PERSEORANGAN

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan
verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi *).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu

KabupatenlKota
3" 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

1 yang diajukan oleh Bakal
Pasangan Calon Perseorangan

Pendukung

2 yang dicoret karena r1ama, alamat
dan NIK pendukung yang bersangkutan yang
tertera dalam surat pernyataan dukungan
(Formulir Model B.I-KWK perseorangan) tidak

Pendukung

3 Pendukung yang dicoret karena alamat yang
tertera pada identitas kependudukan pendukung
yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah
pemilihan.

+ Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan
fotokopi identitas kependudukan sebagai
lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir

5 Pendukung yang dicoret karena alamat yang
tertera pada identitas kependudukan pendukung
yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah
administrasi PPS.

6 Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat
usia.

7 Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat
Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-

I

I

I[o Uraian
l AwaI
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KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

ilo NAMA JABATAN TANDA TANGAII

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

I

I
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MODELBA.S.I(WK
PERSFPRANGAN

BERITAACARA
IIASIL VERIE'IKASI ADMINISTRASI TERIIADAP KESF,SUNAN DATA

PEITDUKUNG DENGAN DA,ITAR PEMILIH TEf,AP DAIT/ATAU DAT'TAR
PEITDT'DI'K POTEI{SIAL PEMILIH PEMILIHAN DAIAM PEMILIHAN

GUBERITUR DAN WAKIL GUBERITT'R NUSA TEITGGARA BARAT
TAHUIY 2()18

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di ................, KPU Provinsi Nusa Tenggara
Barat telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar pemilih retap (Dpr)
dan/atau Daftar Penduduk Potensial pemilih pemilihan (Dp4) dalam
pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, atas nama:

1 . Calon Gubernur:

2. CaJor Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar pemilih retap (Dpr) dan/ atau
Daftar Penduduk Potensial Pernilih pemilihan (Dp4), Kpu provinsi Nusa
Tenggara Barat melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir
Model B.I-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada pemilu
atau Pemilihan Terakhir d,an/ atau daftar penduduk potensial pemilih
Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak
orang yang tidak tercantum dalam Dpr dan/atau Dp4 sebagaimana daftar
terlampir. selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan
koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil.
Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam Dpr danlatau Dp4
dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam s (rima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kpu provinsi.
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Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk ppK;

3' 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4' 1 {satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KpU provinsi.

KPU Provinsi llusa Tenggara Barat

Keterangan:

*) Pilih salah satu;

NO NAIVIA JABATAIY TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota.

4 Anggota

5 Anggota
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MODEL 8A.3.1-KI[TK
PERSEORANGAN

BERITAACARA
HASIL KLARIFIKASI DIITAS KTPENDIIDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di.... Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penelitian
kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Barat atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam
DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepend.udukan dan
Catatan Sipil Frovinsi Nusa Tenggara Barat. Berita Acara ini disampaikan
kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KpU provinsi, dan
2. 1 {satu) rangkap untuk arsip.

1 Jumlah Pendukung yang status kependudukannya
benar

2 Jumlah Pendukung yang status kependudukannya
tidak benar

3 yang tidak dapat dinyatakan
statu s kependudukannya
Jumlah Pendukung

xo,.
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Kepala Dlnas Kependudukan dan Catatan Slpil
Provlnsl lyusa Tenggara Barat

(

*) Pilih salah satu.

KeteranEan:
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MODEL BA.4.KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
IIASIL VERIFIKASI DUGAAIT KIGAITDAAIT DUKIINGAN

PASANGAIV CALON PERSEORANGAIT DALAM PEMILIIIAN
GT'BERIIIT'R DAN WAI$L GT'BERNI'R ITUSA TENGGARA BARAT TAIIT'N 2018

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di.. KpU provinsi Nusa
Tenggara Barat telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap
dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Barat atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 {satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan), sebagai berikut:

TABEL I
IIASIL VERIFIKASI DUGAAIY KEGAIVDAAIV

1 yatakan memenuhi syarat (MS)
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model

Pendukung yang din

BA.2-KWK
2

(satu) kali kepada 1 (satu)

kungan tersebut harus

Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1

perseorangan dan du
pasangan calon
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3

tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan

Pendukung
lebih dari

memberikanyang dukungan kepada
1 sa calontu) danpasangan tarasemen

4 Pendukung
dinyatakan

Calon

syarat setelah

hanya 1yanggandadukunganumlah
dikurangi

Perseorangan yangPasangan

memenuhi

1

c

3

4

Demikian Berita Acara ini dibuat daram 4 (empat)/S (lima)*) rangkap, danmasing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kpu provinsi.
Berita Acara ini disampaikan kepada:

. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan caron perseorangan;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pps melalui ppK;
. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
. untuk Pemilihaa Gubernur dan Wakit

disampaikan kepada KpU Kabupate n/ Kota;
Gubernur, 1 (satu) rangkap

KPU Provinsi lllusa Tenggara Barat

Keterangan :

*) Plih salah satu.

ilo NAMA JABATAN TNTDA TAITGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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MODEL BA.s-KIIIK
PERSEORANGAN

BERITAACARA
IIASIL PENELITIAIT TAKTUAL TERIIADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGANCALON PERSEORAITGAN DALAM PEMILIIIAIT GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR IYT'SA THTGGARA BARA:T TAIIT'N 2018
OLEH PANITIA PEMUITGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun duaribu bertempat di . ... panitia pemungutan Suara (pps)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut:

a' Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung -vang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal pasangan Calon
Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan bakat pasangan calon dan/atau tim penghubung
bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan;

c- Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas
akhir verifi kasi faktual;

d. Mencocokkan kebenaran narna dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap d.ugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK perseorangan.

jdih.kpu.go.id/ntb



Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan
dalam Pemilihan Gubernur dan lifakil Gubernur sebagai berikut:

TABEL I
PEIITELITIAil TATTTUAL

r{. Hasil

1

mendukung 1 (satu
dukungannya.

Ca]onFasangan yafrg
bakal calon) dan takanpasangan menya

2

menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

3

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
8.1 KWK Perseorang€rn dan menyatakan dukungannya serta
bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada
kolom tanda tangan atau capjempol.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

4

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model
BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan
dukungannya kepada saiall satu bakal pasangan calon
perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

5

memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 {satu)
bakal pasangan calon perseoralrgan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakanmendukung.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

6

memberikan dukungan iebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta
tidak bersedia mengisi l,ampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

7

menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-K\I/K perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Perseorangan yang tidak

8 Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
8.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tand.a
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan

9 Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan
sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu provinsi,
Panwaslu Kabupaten /Kota, Panwas Kecamatan, ppl,, pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan pengawas

Pemilihan,

Pendukung

Pendukung

i
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serta Desa,

10

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model
BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakarr
tidak mendukung serta bersedia mengisi l,ampiran Formulir
Model BA.S-KWK Perseoralgan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

11

memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
bakal pasangan caJon perseorcngan yang dukungannJra h.rry.
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia mengisi t"ampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

12 Pendukung yang menyatakan dukungannya kepada
calon perseorangan.

kebenaran
lebih dari 1

I Pendukung yang menyatakan tidak
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi
bersedia mengisi tampiran Formulir Modet BA.s

bihmendukung
tidak
KWK

L4 Pendukung Bakal Pasangan

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain
angka 7 s.d. 13

Calon Perseorangan yang

15 Hasil PenelitianJumlah

B. Data kehadiran Pendukung:
1. Pendukungyang dapat dltemul sebanyak orang.
2. Pendukungyang tidak dapat ditemui sebanyak ...... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon
dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian
faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PTNELITIAIY FAKTUAL LANJUTAN PTRTAMA

A. Hasil

1 Pendukung Bakal Fasangan
mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan
dukungannya.

Calon Perseorangan 5rang

2 Pendukung Bakal Pasangan Calon
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda talgan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan.

Perseorangan yang tidak

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta
bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada
kolom tanda

I

i

I

i

I

I

I

i

I

I

I

.:
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tangan atau cap jempol.

4 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model
BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan
dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon
perseorangan.

5 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakanmendukung.

6 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

bakal pasangan calon perseorang€rn yang dukulega::r:ya hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta

tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan.

7 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada t-ampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan.

8 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model

8.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta

bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.S-KWK

Perseorangan.

9 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekeq'aan

sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas

Pemilihan, serta Kepala Desa.

10 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan 

"s1en 
5g$agaimana tercantum dalam Formulir Model

BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan

tidak mendukung serta bersedia mengisi tampiran Formulir
Model BA.S-KWK Perseorangan.

11 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya

dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat

penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta

bersedia mengisi l,ampiran Formulir Model BA.S-KWK

Perseorangan.
Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada

lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
12

13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih

dari 1 {satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak
bersedia mengisi La;,npiran Formulir Model BA.5 KII/K

Perseorangan.
14 Pasangan Calon

I

I

I

i
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tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.

B. Data kehadiran Pendukung:
L. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak orang.
2. Pendukungyang tidak dapat ditemui sebanyak ...... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan per[ama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PEITELITIAU TAI(TUAL LITITJUTAIT KEDUA

A. Hasil

1 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
mendukung 1 (satuf bakal pasangan calon dan menyatakan
dukungannya.

2 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tarrgan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseoransan.

3 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
E}.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta
bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada

kolom tanda tangan atau cap jempol.
4 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tercantum d.aiall: Formulir Modei
BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan
dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon
perseorangan.

5 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaJrg

memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya
dihitung i (satu) dukungan ),ang Citemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakanmendukung.

6 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta

tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK

Perseorangan.
I Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serla
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan.
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8 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formutr Model
8.1 I{IfK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada L,ampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan.

9 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan

sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas

Pemilihan, serta Kepala Desa.

10 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model

BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan
tidak mendukung serta bersedia mengisi La.mpiran Formulir
Model BA.S-KWK Perseorangan.

11 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yar:.g

memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali kepada 1 (satu)

bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta

bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK

t2 Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada

lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK

l4 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka

7 s.d. 13

15 Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret
dari da-ftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai
dengan batas waktu terakhir masaverfrfikiasi faktual.

16 Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.

B, Data kehadlran Pendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak orang.

2. Pendukungyang tidak dapat ditemui sebanyak ...... orang.

i

I

l

.t
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Berdasarkan hasil penelitian faldual sebagaimana tersebut pada Tabel I,
Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV

KESIMPULAN IIASIL PENELITIAN FAIITUAL

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
bakal pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 {satu) rangkap untuk arsip PPS.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Jumlah keseluruhan hasil
penelitian faktual TAbCI I MS + TAbCI II MS +

Tabel IiI MS

Tabel I TMS + Tabel II TMS +

r aDer rll I lvlD

ilo NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota
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SI'RATPERNTAIAAT
TIDAIT MEIYDT'XUITG BAI(AL PASANGAIT CALOI{ PTRSEORAIYGAIT DALAM

PEMILIHAIT GT'BERNTIR DAN WAKIL GT'BERITUR NUSA TENCIGARA BARAT
TAIII'I{ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nomor KTP/NIK

Alamat

a

b

c

d. TTL/Umur

e. Jenis Kelamin

tahun

Dengan ini menyatakan dengal sebenarnya bahwa saya li.dak pernah

merr,dlzkurlg dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur

atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

dan bersedta,/tl.dak bersedla*) membubuhkan tanda tangan/ cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

.......20...

Yang membuat pernYataan

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN MODEL BA.5-
KWKPERSEORANGAN
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MODEL BA.6-I(WK
PERSEORAIVGAN

REI(APITULASI DUKUIITGAIY BAI(AL PASAIYGAIY
CALON PERSEORANGAN DALAITI PEMITIIIAN GUBIRNUR DAN WAIfiL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TATIT'1T 2018
DI TIIIIGXAT KE(CAMATAIT

Pada hari ini ... tanggal ...... bulan .... Tahun dua ribu
bertempat di """', PPK telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh pps terhadap
dokumen dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Gubernur:

2. Bakal calon Wakil Gubernur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK

kegiatan sebagai berikut:

dukungan Bakal

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka l, ada/tidak ada *) keberatan dari
pasangan bakal calon / tim penghubung/ Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **l:

t] PPK menerima dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta

bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.6 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang

telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:

Pasangan Calon
telah melakukan
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TABEL I
ITASIL RAPAT PLEITO RTI(APITULASI DUKUNGAN PASANGAIT BAI(AL CALON PERSEC}RANGAN DI

TINGI(AT KECAMATAII

NO UNAIAN DESA...... DESA...... DESA...... DESA...... DESA ...... DESA ...... DESA Dst. JUMLAII
1 Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon

Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil penelitian faktual oleh
PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah
akhir pada Tabel IV kolom MS pada
Formulir Model BA.S-K\I/K Perseorangan

untuk setiap desa.

o Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh PPK.

3 Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon
Perseorangan -yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan
dilakukan pembetulan oleh PPK.

4 Jumlah peadukung BaLal Pasangan calon
Perseorangaa hasil rekapltulasi
dukurgau tl-gt at kecanatan yang
dlnyatakan tnenerruhl syarat.
((No.1+No.3) - No.2)
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TABEL
II

RTI(APITULASI JUMLNI DI'KUITGAN BAKAL PASANGAN CALON
PTRSEORANGAN

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

Keterangan :

*) Pilih salah satu
*n) Beri tanda [r/] pada kotak yang tersedia terhadap uraianyang sesuai.

1 a orang

b orang

c. dst.

ilo NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 Ketua

Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

I

I

2.

{Sebagaimana
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Lamplraa MODEL
BA.6-Ifi[II(

PERSEORANGAN

PERITYA?AAN I(&'AI'IAIY KIIUSUS DAIY/ATAU IGBTRATAIY DALAITI PROSES
REKAPITULASI DUKI'NGAII BAKAL PASANGAN CALON PERSEORAITGAN
DALAU PE}IILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERIVUR ITT'SATEIreGARA

BARATTATIT'N2018
DI TINGI(AT I(ECAIUA'TAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasaagan Calon Perseorangan dalam pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kecamatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau
pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/TimBakal Pasangan Calon

Perseorangan*) :

24.

BAI(AL PASANGAN CALON / TIM

BAr{AL PASANGAII CALON *l
PANITIA PEMILIHAN KECAMA?AN

KETUA

Keteraagan:
*) Coret yang tidak Perlu
*") Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat

keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.
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MODEL BA.?-I(WK
PERSEORANGAN

REI(APITULASI DUKUITGAN BAXAL PASAITGAIY
CAII)IT PERSEORANGAN DALI\U PE ILIIIAIT GUBERJTUR DAIT WAXIL GUBERITUR

NI'SATE(XIiRABARAT IAI'N2I[A
DI TItrGKAT KABI'PATEIT/KOTA

Pada hari ini .............. tanggal bularr Taiun dua ribu
bertempat di ............................, KPU Kabupaten/Kota

telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Ba-kal pasangal calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dal Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil
rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon
Perseorangan atas nama :

1. Bat<al Calon Gubemur:

2. Bal<a-l Ca.lon Wakil Gubemur:

Da]am rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU

Kabupaten/Kota*) telai melakukan kegiatax sebagai be kut:

1. nekapitulasi dukungan Ba1<al pasalgan calon Perseoraagan di tingkat Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungal oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapituiasi dukungan Bala-l pasangan ca-lon Perseorargan sebagairnara

tersebut pada argka 1, ada/tidak ada') keberatan dari bakal pasangan calon/tim
penghubung/ Panwaslu lkbupaten/ Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimala tersebut pada angka 2 **): KPU

Kabupaten/Kota menerima dan melalukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Baka.l pasangan calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir
Keberatan di Tingkat Kabupaten/ Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-

KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi

Perseorangan di tingkat di tingkat

rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

dukungan Bal<al

Kabupaten/Kota,

Pasangan

berdasarkan

Calon

hasil

f

jdih.kpu.go.id/ntb



TABEL I
BAAE RAPAT PLEI{O **Y::::.::"iT:.::.T":-T: Dt TII{CIIAT *AAUPATIIT/XOTA

NO URAIAI{ Btc. ...... KEC. ...... KEC. ...... KEC. ...... KEC. ...... I(EC....... KEC. Dst. JUMLAII
i Jumlah pendukung Bakal pasangan calon

Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di
tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum
dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-
I(MK Perseorangan dikurangi dengan dukungan
yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
berdasarkan hasil koordinasi dengan
Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap
kecamatan.

Catatan: khusus untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS

Dukcapil
2 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon

Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten /Kota.

3 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilalukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten /Kota.

4 Jumlah pendu&ung Batal paiengan calon
Perseorangan hastl reLapltulasl dukungaa
ttngkat Kabupaten/ Kota.
((Ito.l+ilo.3f - No.2f
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i a.

b.

c. dst. orang

TABEL II
RTI(APITULASI JUULAH DUKUITGAIT BAKAL PASANGAIT CALON PERSEORANGAN

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*)jumlah minimum dukungan,

2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak
pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua)

kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.

3. Memenuhi/tidak memenuhi") jumlah sebaran dukungan.

4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan
sebanyak Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketuadan Anggota KPU Kabupaten /Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai

dokumen untuk melakukan pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten /Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan

4- i (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPUKabupatea/Kota*f

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

"*) Beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

NO NAMA JABATAN TANDA TAITGAN

1 Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4 Anggota

5 Anggota

orang

orang
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Lamplrau MODEL
BA.7-KWK

PERSEORAI{GAN

PIRITYA?AAII I(E'ADIA.IT XHUSUS DAN/ATAU IIEBERATAII DALAU PROAES
R"EI(APITULAAI DUKT'NGAN BAXAL PASANGAN CAION PERSEORANGAIT
DIII,AU PEMILIIIAIT GUBERNUR DIIN WAXIL GUBERNUR NI'SA ?ENGGARA

BARAT TAIIT'IT 2018
DI TII{Gr(AT I(ABUPATEN/ KOTA,rl

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan da-lam pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Kabupaten/Kota *)

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi/tidak terjadi *)

kejadial khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal pasangan Caton

Perseoralgal/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) 
:

BAXAL PASAIYGA.tr CALOIY/TIX

BAI<AL PASAIYGAN CALOI{ *I
XOMISI PTMILIHAN UMUII

I(ABUPATEN/ KOTA TI

KETUA

Keteraagaa :

*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten /Kota, dan apabila

terdapat keberatan dari Baka.l Pasangan Calon Perseoran gar, /Tim Bakal Pasalga;r Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bal<al Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Ca]on Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

20.....
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MODET BA.8.I(WK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKT'NGAN BAI(AL PASAI{GAN CALON

ieiEeonarcAll DALAM PEMILTHAI{

cuBERt{uR DAN weiiicuienxun mlie cpxe'cane BARAT TAHUIT 2018

DI TINGI{AT PROVINSI

bulan Tahun dua ribu

bertempat di "'t""'."""""'!"""'' KPU

melakukan rapat ptt"o rekapitulasi dukungan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

..f."iit"i""l dukungan oleh KP-IJ Kabupaten lKota ")

pasangan calon Perseorangan atas nama:

Pada hari ini ............" tanggal

1. Bakal Calon Gubernur:

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Nusa fenggara-Barat berdasarkal hasil

tl.rr"a"p 
"iokumen dukungan Bakal

2. Bakal Calon wakil Gubernur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi Nusa

Tennggara Barat telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi

berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten lKota dan

mengumumkan hasil rekaPitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana

tersebut pada angka I , ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasailgal calon/tim

penghubung/ Bawaslu Provinsi.

3. Terhadap keberatan yang diqjukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **): KPU Provinsi

D
D

menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim
penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia ") mengisi

Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model

BA. 8 -KWK -Perseorangan.

Hasii rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakat Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten f Kota, sebagai

berikut:
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TABEL I
IIASIL RAPAT PTENO REI{APITULASI DUKUilGAN BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANG/IN DI TINGKAT PROVINSI

NO URATAN I(AB./KOTA I{AB./KOTA r{AB./KOTA I(AB./KOTA KAB./KOTA I{AB./KOTA I{AB./KOTA

1 Jumlah pendukung Bakal pasangar calon
Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
di tingkat Kabupaten /Kota sebagaimana
tercantum dalam Tabel I angka 4

Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan
dikurangi dengan dukungan yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat
berdasarkan hasil koordinasi dengan
Disdukcapil, dari setiap kabupaten /kota.

2 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilakukan pembetulan oleh
KPU Provinsi.

3 Jumlah pendukung Bakal pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilakukan pembetulan oleh
KPU Provinsi.

4 Jumlah penduknag BaLal pasangar
cdoa Porseoraagaa hasil reLaFitulasl
dukurgan ttagkat Pronlarl.

((l{o.l+No.3f - No.2f

JT'MLAII I
I

I

I

I
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1 a.

b. orang

c. dst..

TABEL II
RTKAPITULASI JI'IULAII DUKI'NGAN BAI(AL PASAJYGAIT CALON PERSEORAITGAN

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi")jumlah minimum dukungan,

2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak
pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua)

kali darijumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.

3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.

4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan
sebanyak kabupaten /kota.

Demikian BeritaAcara ini dibuat dalam 3 {tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU ProvinslNusa Tenggara Barat

Keterargan:

*) Pilih salah satu.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2 Anggota

3. Anggota

4 Anggota

5 Anggota

*") Beri tanda [{ pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

orang

orang 
i

I

I

lsebagatmana tercantrrn
4 Tabel I
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Laopiran MODEL
BA.8-KWK

PERSEORANGAN

PERIIYATAAIIT IIF.'ADIAtr XIIUSUS DAN/ATAU I{I,BERA?AIT DALITU PROSES
REI(APITUII\SI DUKT'IYGAN AANAL PASANGAITI CAI,oIIT PERSEORAITGAIT

DALITIE PEUILIHAIT DAIY WAXIL GUBERNUR GUBERITUR NI'SA TENG(YTRA
BARAT TAIIT'N 2()18

DI TINGI(AT PROVINSI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Balal pasangan calon perseorangan da,lam pemilihaa
Gubemur dan wakil Gubemur provinsi Nusa Teng8ara Barat telah tedadi/tidak teiadi *)

kejadian khusus da-n/atau pemyataan keberatan oleh Bakal pasangan calon perseorangan/
Tim Bakal Pasangan Ca.lon perseorangan *) 

:

BAI(AL PASA.IVGAIV CALOI{/TIII
BAI{AL PASAITGAN CATOIY *I

XOMISI PEIIILIIIAIT U}IU!!
PROVINSI.......,

KgrUA

Keterangau :

*) Coret yang tidal< perlu.
*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KpU provinsi, dan apab a terdapatkeberatan dari Bal<ai pasangan cafon perseoran gan /Tio e"i."r---e"'o"gi., crro,Perseorangcn ditandatangani bersama oreh Balal pasal-gan ca.ron perseorangrrrTii* gakd

Pasanga.n Calon Perseorangaa dan Ketua KpU provinsi.
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MODEL BA.l-IfiIIK
PERAEORAIIGAN PERBAIKAN

BERITAACARA
IIASIIL VERIFII(ASI PEMEIYUHAN JUUI,AH MIIYIUAL DAN SEBARAN DUKT'I{GAIY

PERBNKAN DALAU PEUILIHAIT GUBERITUR DAN WAXIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2O1A

Pada hari ini talggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di .., KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan

verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal pasangan calon
Perseorangan dalam pemilihan Gubemur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, atas
nama:

1. Baka-l Calon Gubemur:

2. Balal Calon walil Gubernur:

Dalam verifikasi jumlah dan seba.ran dukungaa perbaikan Balal pasangan calon
Perseoralgan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ") melakukan kegiatan sebagai berikut

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikal dan persebaran yang terdapat
dalam dokumen asli tnrdcopg formulir Model B. I-KWK perseorangan perbaikan;

b. melalukan verilikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.l-I( /K perseorangan

Perbaikan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat
dalarn sofiapg formulir Model B. I-KWK perseorangan perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal pasangan calon perseorangan
di tingkat KPU Provinsi jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-
I(WK Perseoran gan / BA.9-KWK Perseorangan*) sebaayak pendukung dan tersebar
di kabupaten/kota*).

Hasil verihkasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan seba_ran
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :
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1. Jumlah dukungan yang terdapat da.lam hardcopy formulir Model E}.1- KWK
Perseorangan Perbaikan sebalyak ....... orang dan tersebar di

7o Kabupaten/Kota) di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebanyak
Kabupaten / Kota *), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak

Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas

Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Pormulir Model 8.1-KWK
Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung,*), serta dinyatakan Memenuhi
Syarat/Tidak Memenuhi Syarat") jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam sofrapg formulir Model 8.1-KWK
Perseorarrgan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di ....................o/o
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebanyak ...........
Kabupaten / Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing- masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KpU Kabupaten /Kota*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu provinsi;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KpU provinsi atau Kpu Kabupaten /Kota.

KPU Provtnst Nusa Tengra kat

Keteran[an:

*) Pilih saiah satu;

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

()
Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5. Anggota
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MODELBA.2-KWK
PERSEORAIYGAN PERBNKAN

BERITAACARA
EAAIL VERIFIKASI AI'MIIIISTRASI TERIIAI'AP I(ESESUAIAN DATA PENDUKT'NG
PERBAIKATDENGAIYPERITTATAANDUIIUNG.IIIT PERBAIIIAIT DAL/T PEUILIHAN

GUBERNUR DAN CIAXIL GUBERITUR
IYUSA TEITGIGARA BARAT TAHUT 2OI8

Pada hari ini tanggal bularl Tahun dua ribu
bertempat di ................, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

melakukan verilikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan
bukti pernyatan dukungan perbaikan dalam pemilihal Gubernur dan Wakll Gubemur
Nusa Tenggara Barat, atas nama :

1. Calon Gubernur:

2. Ca-lon wat<il cubernur:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungar perbaikan, KPU Provinsi

melal<ukan kegiatan sslagai lsdkuf ;

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat

dan tanggal lahir dar alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang

diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

2. verilikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daeral Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. verihkasi kesesuaial alamat peodukung dengan wilayah administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan sya,rat usia
pendukung dan/atau status perkawinan.
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai
berikut:

TABEL

IIASIL VERIFIKASI ISI FORUULIR MODEL B. I.KIPK PERSEORANGAII PERBAIKAIT

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat daiam 3 (tiga) rangkap, dan masing- masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

1 Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon
Perseorangan

2 Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK
pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyataan dukungan (Formulir Model E}.1-KWK

Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan
fotokopi identitas kependudukan.

3 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada

identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan daerah pemilihan.

4 Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi
identitas kependudukan sebagai lampiran surat
pernyataan dukungan (Formulir Model E}.1-KWK

Perseorangan Perbaikan) .

5 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada

identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.

6 Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat karena tidak memenuhi syarat usia.

7 Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat

Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-

(No.2+No.3+No.4+No. 5+No.6))

i

I
I
I

I

I

I

I

i
,

I

I

!Io Uraian
MSAwal TMS
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3. 1(satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU Proryinst lrhsa Teogra Barat

Keterangian:

*) Pilih salah satu.

NO NAMA JABATAIT TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

J Anggota

4 Anggota

5. Anggota

I
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MODEL BA.3.KWK
PERSEORANGAN PERBAII{AII

BERITAACANA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERITAIX\P KESESUAIAIT DATA PEITDUKUNG
PERBAIITAII DEilGAN DAITAR PEMILIH TETAP DANIATAU DAT"TAR PENDUDUK

POTENSIAL PEMILIH PEMILIITAN DALAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN UIAKIL GUBERITUR
ITUSA TENGGARA BARAT

TAIIUil 2018

Pada had ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di ................, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangal calon
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Barat, atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. CalonWakilGubernur:

Dalam verilikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan
Pasangan calon Perseorangaa dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT dan/atau Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi melakukan kegiatan verifikasi
kesesuaian antara formulir Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih
tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih
Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak orang
yang tidak tercantum dalam DPI danlatau DP4 sebagaimana daftar terlampir.
Selanjutnya terhadap daltar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedalgkan terhadap pendukung yang tercaltum
dalam DPT danlatau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 {lima) rangkap, dan masing- masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.
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BeritaAcara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU Provinsi tftrsa Teogra &rat

Keterangan:

*) Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

i

i

I

I

I

I
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MODEL BA.3.1-KIIIK
PERS EORANGAN PERBAII(AN

BERITA ACARA
HASIL XLARIFIKASI DINAS KTPEITDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan ... Tahun dua ribu
..... bertempat di....... ., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi

Nusa Tenggara Barat telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan
yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan
perbaikan Pasalgan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat atas nama :

1. Calon Gubernur :

2. Calon Wakil Gubernur :

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam
DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Kepala orr"" li"f.oJ;;il; il'c;;;;fo tu

Sipil Provtnsl Nusa Tenggara Barat

(..

Keteraagaa:
*) Pilih salah satu.

1 Jumlah Pendukung

kependudukannya benar

Perbaikan yang status

2 Jumlah Pendukung Perbaikan
kependudukannya tidak benar.

yang status

3 Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat
dinyatakan status kependudukannya.

jdih.kpu.go.id/ntb



MODEL BA.4-I$[IK
PERSEORANGATT

PERBAII{AIY

BERITAACARA
I{AsIL VERIHNASI DUGAAIT I(EGANDAAITT DUKTINGAN PASANGAIT

CALO1Y PERSEORANGAIT DALAM PEMILIIIAN
GUBERJIUR DA]IIWAIilLGUBERTIruR ITTUSA TEITGGARA BARAT TAHUIT 2018

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribubertempat di""""""' KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telahmelakukan verifikasi dugaan kegaldaan terhadap dukungan pasangan caron perseorangan
Gubernur dan wak, Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama :

1. Caton Gubernur:

2. Calon \^iakil Gubernur:

verilikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi:

1' satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 {satu) pasangan
Calon perseorangan;

2- Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan Calon
perseorangan; atau

Hasil verilikasi dugaaa kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KwK perseoranganj, sebagai
berikut:

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN I(TGANDAAN

1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat {MS)
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan.

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 {satu) kali
kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan
tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.
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3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan galda
yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/S (lima)*) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

3. I (satu) rangkap untuk arsip; dan

4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap

disampaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota*) ;

KPU Provtnst ltlusa Teogra kat

Keteran{an:

*) Plih salah satu

!to NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2. Anggota

3 Anggota

4. Anggota

5. Anggota

I

I I

I

I

I
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MODEL BA.s.KWK
PERSEORANGAIT PERBAIKAN

BERITAACARA
IIASIL PEISELITIAN TAI(TUAL TERIIADAP DUKUIYGATY PERBAIT(AN PASAITGAIT CALONPERSEORANGAIT DALIIil PEMILIHAIT GUBERITUR DAN WAKIL GUBERITUR NUSA

TEITGGARA BARAT TATIUN 2018
OLEH PATTITIA PEHUIYGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun duaribu bertempat di .... ..... panitia pemungutan Suara {pps)telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan
dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut:

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung Pasangan
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada
huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir
verfikasi faktual;

c. Mencocokkan kebenaran narna dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak
....... dukungan.

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
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Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur sebogai berikut :

TABEL I PENELITI.iAN

FAIITUAL

rtL gasit

5

1 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1

{satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.
2 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

3 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan
dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan
atau cap jempol pada kolom tandatangan atau cap jempol.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan
dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon
Derseoransan-
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

{satu} dukungan yang ditemukan pada saat penelitian

faktual, dan menyatakan mendukung.
6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

dukungan lebih dari 1 (satu) kaii kepada 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Pprcenron oqn Pprhqilzqn

7 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

8 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
Model 8.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan
tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangaa Perbaikan.

9 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekedaan sebagai

PNS, Anggota TNIlPolri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten /Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Panwaslu Kabupaten f Kota, Panwas Kecamatan,

PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan
Pensawas Pemilihan.

I

I

KRITERI./A
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serta Kepala Desa,

10 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan
tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir
Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

11 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 {satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung I
(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia
mengisi l,ampiran Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan

Perbaikan.

t2 Pendu kung yang menyatakan kebenaran du ku ngannya
kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK
Perseoran gan Perhnikan

t4 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain
angka 7 s.d. 13

15 Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama

B. Data kehadiran Pendulung:

1 . Pendukung yang dapat ditemui sebanyak . .. . .. .. orang.

2. Pendukungyang ttdak dapat dlteaul sebanyak ...... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut
huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian

faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai

berikut:

TABEL II

PENELITIAN FAKTUAL LAITJUTAIT I{TDUA

.tL Hasfl

1 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1

(satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.
) Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

J Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
Model 8.1 KWK Perseorurngan Perbaikan dan menyatakan
dukungalnya serta bersedia membubuhkan tanda tangan

i

JUMLAH

MS
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tanda tangal atau cap jempol.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon
sebagaimaaa tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan
dukungannya kepada salah satu Pasalgan Calon
perseorangan.

5 Pendukung Pasangan Calon Perseorangal yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung I
(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakan mendukung.

6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan Perbaikan.

7 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

8 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tanganlcap jempol pada Formulir
Model E}.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan
tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

9 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status peke{aan sebagai

PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten lKota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Panwaslu Kabupaten f Kota, Panwas Kecamatan,

PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan
Pensawas Pemilihan. serta Keoala Desa-

10 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari i (satu) Pasangan Calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangal Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan
tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir
Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

11 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan

Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1

(satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian
faktual, dan menyatal<an tidak mendukung serta bersedia
mengisi l-ampiran Formulir Model BA.5- KIVK Perseotangan
Perbaikan.

L2 Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya
kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak
bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S KWK

t4 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
dinvatakan

I

I

i

I

I

I

i
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tidak memenuhi syarat karena penyGba6 sb-tain an$a?G3. 13

15 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari
daftar dukungan karena tidak datang ke ppS sampai dengan
batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.

t6 Pendukung tan

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukungyang dapat dltemui sebanyak ........ orang.

2. Pendukung yang tidak dapat dltemul sebanyak ...... or€Lng.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II,
disimpulkan hasil sebagai berikut:

Tabel III

I(TSIMPULAIT HASIL PENELITIAII FAITTUAL

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota ppS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Caion perseora.ngan;

2- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap pasangan
Calon perseorangan;

3. I (satu) rangkap untuk KpU Kabupaten/Kota melalui ppK;

4. 1 (satu) rangkap untuk ppl,; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip ppS.

PPS

Keteran{an:

MS TMS

Jumlah keseluruhan hasil
penelitian faktual

TAbCI I MS + TAbCI II MS TAbCI I TMS + TAbCI II TMS

NO NAMA JABATAN TANDA TAilGAN

1 Ketua

2. Anggota

3. Anggota

*) Pilih salah satu

I

I
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LAMPIRAN MODEL BA.s.KWK
PERSF,ORANGAN PERBAIXAN

SURAT PERITTATAAN
TIDAK MENDUI(UIIG BAXAL PASAITGAIS CALOIY PTRAEORAIYGAN DALADI PEMILIHAI{

GUBERITUR DAI{ qIANIL GUBERITUR
ITUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2O1A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTLlUmur

e- Jenis Kelamin

tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenamya bahwa saya tidaft pernah man&.tkurrg dalam

bentuk apapun terhadap pencalonal Bal<al Pasangan Calon Perseoralgan da-lam Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tengga-ra Ba,rat, atas nama:

1 . Bakal Calon Gubemur:

2. Bakal Calon wakil Gubernur:

Ya!.g trcmbuat perryataan

Keteaalga[:
*) Pilih salah satu

dan be|dta/ttdak ber*didl membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat

Pemyataan ini.
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MODEL BA.6.I{MK
PERSEORANGAN PERBNI{AN

RTTAPITUI,ASI DUKUNGAI{ PTRBAII{AN BAI(AL PASANGAIT CALON
PERSEORAITGAN DALAM PEIUILI}IAN GUBTRNUR DAITT WAKIL

GUBERNUR NUSA TTNGGIARA BARAT TAHUIT 2018
DI TINGI(AT XTCAIIIATAIT

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di ........... ., PPK ....... telah melakukan rapat

pleno rekapituiasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Baratberdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan
oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan

berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan
hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana

tersebut pada angka I, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan Calon/tim
penghubung/ Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka2 **l: PPK menerima

D dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedialtidak bersedia *) mengisi

Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model 8A.6
KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikaa Pasalgan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS,

sebagai berikut:
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TABED I
HASII. RAPAT PI.Xf,O NETAPTTOIAAI DUXI'IIOAI{ PERBAIXAI{ P'SATOAI{ CAI'I{ PERSIOBAXGAI| DI TIIIGI(AT IiECA ATAII

NO URAIAN DESA...... DESA ...... DESA ...... DESA ...... DESA ...... DES4...... DESA Dst. JUMLAH
1 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil penelitian flaktual oleh

PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah
akhir pada Tabel III kolom MS pada

Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan

Perbaikan untuk setiap desa.

2 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya keberatan

dan dilakukan pembetulan oleh PPK.

3 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

Calon Perseorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya keberataa

dan dilakukan pembetulan oleh PPK.
4 Jumlah penduLung perbalLan Pasangan

Cdon Perseorangau hasil rekapltulacl
dukungea perballan grrgkat kecamatan
yang dln5rata}an memenuhi syarat.
((No.1+Xo.3) - No.2)
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TABEL II
RTI{APITULASI JUItrLAH DUKIINGAIT PERBNI(AIII PASANGAN CALOIT PERSEORANGAIT

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) raagkap untukpasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 {satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 {satu) rangkap untuk arsip PPK.

Keteraagaa:
*) Filih salah satu.

*") Beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

1 a. orarg

b.

c. dst.............. . orang

!to NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2. Anggota

J Anggota

4 Anggota

5 Anggota

PPK

orang
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LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN PERBAIXAI{

PERIIYATAAN KE.'ADIAN I(HUSUS DAIT/ATAU XTBERATAIT DALAM PROSE{I
REXAPITULASI DUI(UNGAtr PTRANKAN EAI(AT PASAITGAN CALON

PERSEIORANGAI{ DALA PEUILIHAX GUBERNUR DAN WAIIIL GUBERITUR
![USA TEITCTGARA BARAT TAIIUIT 2Ol8

DI TINGI(AT XECA.MATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasalgal Calon Perseorangan dalam

pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur Nusa Tengga-ra Ba,ratdi Kecamatan

Kabupaten/ Kota *) Provinsi Nusa

Tenggara Barat telah te{adi/tidak terjadi .) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan

oleh Baka] Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

EAIIAL PASANGAIT CALOIT/TIM

BAXAL PASAIIGAIIT CALOIY *}
KETUA

Ncteratrgan :

*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua ppK, dan apabila terdapatkeberatal da,ri Bakal Pasalga, calon perseorangan/Tim Balal pasangan calon

Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal pasangan calon perseorangrrfri- e*d
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua ppK.

PANITIA PEMILIHAIT KECAMATAN
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MODEL BA.7.I(trIK
PERSEORA1YGAN PERBAIKAN

REI{APITULITSI DUKUNGAN PERBAII(AIV BAI(AL PASAITGAIT CALONPERSEORAITGIIN DALAM PEMITIIIAIT GUBERITUR DAN WAIilL
GUBERITUR ITUSA TETVG.,ARA BARATTA}IUN 2.,18

DI TINGXAT I{ABUPATEIT/ KOTA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu

: *,j'TffiT-* ;;,;;;,.;; ;;;;;,,:i:,"::Hil#*Jjt*u,, pasangan
calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Baratberdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh ppK terhadap dokumen dukungan
Pasangan Calon perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon wakil Gubernur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten /Kota, Kpu
Kabupaten /Kota") terah merakukan kegiatan sebagai berikut:

1' Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon perseorangan di tingkat
Kabupaten /Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh ppK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan Calon perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka l, adaftidak ada*) keberatan dari pasangan Calon/tim
penghubung/ Panwaslu Kabupaten / Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **): Kpu
Kabupaten /Kota menerima dan melakukan pembetulan.
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung
tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formuiir
Keberatan di Tingkat Kabupaten /Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-
KWK -Perseorangan Perbajkan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat di tingkat Kabupaten /Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh

PPK, sebagai berikut:
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TAADL I
HASILR.PATPITIO*1T.::::::.Tffi:Y:.:::.:.:::^"-DITIIGXAIXABI'PATDIT/BC'IA

NO URAIAN KEC. ...... KEC. ...... KEC. ...... xtc. ...... KEC. ...... KEC. ...... KEIC. Dst. JUMLA}I
1 Jumlah pendukung perbaikan lasangan Calon

Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir
Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan
dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil
koordinasi ke Disdukcapil dari setiap
kecamatan.

Catatan: khusus untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS

Dukcapil
2 ,Jumlah pendukung pasangan calon

Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten /Kota.

3 Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten lKota.

4 .Iurnlah pendukung perbalkan pasanger

calon Perreorangan hasll rekapltulasl
dukuagan tr ngkat Kabupaten/ Kota.

{lNo.1+no.3f - No.zf
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1 a. . oralg

b.

c. dst..

TABEL II
REKAPITULASI JUULAII DUKI'NGAN PERBAIKAII

PASAITGAN CALON PERSEORANGAN

Dengan demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

TABEL III*r*l
JI'MLATI DUKUNGAN AXTIIR PASANGAN CALOIT PERSEORAITGAIT Y/ING UTUENUHI SYARAT

Demikian Berita Acara ini dibuat daiam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan
pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten /Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU Kabupaten/Kota*f

Keteranfaa:
*) Pilih salah satu

1 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Paslon
Perseorangan

2 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan
Perbaikan Paslon Perseorangan

3 Peadukung yeng Memeauhi
Syarat

ilo NAMA JABATAI{ TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4. Anggota

5. Anggota

**) Beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

HO XABUPATEN/I(OTA KECAMATAN JI'MLAII DUKUNGAN
(Sebaraima- a tercaatun

pada nomor 4 Tabel I
*-+..1- --al^- trr^^^--r^-l

orans

IYo Uralea JumlahDukuaqan Jumlah Sebaraa
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LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERITTATAAN I(B'ADIAIY I(HUAUS DAN/ATAU IIEBERATAN DAI.AM PROSES
REKAPITULAAI DUKI'NGAN PERBAII(AN BAKAL PASAITGAN CALON

PERSEORANGAN DALJI PEUILIIIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERITUR
IIUSA TEIYGGARA BARAT TAHUI{ 2O1A

DI TIITGKAT KABI'PATEN/KOTA "I

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Ca-lon Perseorangan dalam

pemilihar Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Ba-rat Kabupat en /Kota "l
Provinsi Nusa Tenggara Barat telah te{adi/tida} te{adi *)

kejadian khusus dan/atau pemyataan keberatan oleh Bakat Pasangar Calon

Perseorangan/Tim Baka.l Pasangan Calon Perseomngan *) :

20.....

BAI(AL PASANGAI{ CAI,C'N / TIM

BAKAL PASAITGAN CAI,ON *I

KETUA

KOMISI PEMILIIIAII UMUM
XaBUPATEI/KOTA *l

Keterangar:
*) Coret yang tidak Perlu.

**| Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/ Kota, dan apabila

'-;il;;; r<Lueratan dari Pasangan caloi Perseoralgan/Tim Pasangan Calln Perseorangan

ditandatangani u"r"a-" J.fi pasanga.n calon- perseorangan/Tim Pasangan Calon

Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota'
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MODEL BA.8.I(qrK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

REr(aPITULASI DUKUNGAII PERBATI(AN BAr$L pAsArycaN cALoIrPERSEORAII CAIY DAI"AM PEMILIIIAN
GUBERITUR DAIT WAKIL CUBERIYUR ITUSA TEITGGARA BARAT

TA}IUil 2018
DI TNTGKAT PROVINSI

Pada hari ini ,............. tanggal buhn Tahun dua ribu
bertempat di ..........,. , KpU provinsi Nusa Tenggara Barattelah melakukan rapat..p.F"o rekapitulasi dukuffi p.rurrr.r, pasangan caronPerseorangan pemilihan dubernur dan Wakil GubernurNusa Tenggara Barat berdasarkan hasil rekapitulasi auungan oleh Kpu Kabupaten /Kota)terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat provinsi, KpU provinsi Nusa
Tenggara Barat telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1- Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon perseorangan tingkat provinsi
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungal perbaikan oleh KpU Kabupaten/Kota dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan
calon/tim penghubung/ Bawaslu Provinsi.

3. Terhadap keberatan yang diajukan ssfoagaimana tersebut pada angka 2 **): KPU Provinsi
menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung

tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir
Keberatan di Tingkat Provinsi.

4. Mencatat keberatan danlatau kejadian khusus ke da-lam Lampiran Formulir Model

BA. 8-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikal Pasalgan Calon Perseorangan di

tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten f Kota, sebagai

berikut:

D
D
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TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REI{APITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PAEAI{GAIT CAI,OT{ PERSEORANGAN DI TINGI(AT PROVINSI

NO URAIAN r{AB./KOTA I(AB./KOTA I{AB./KOTA I(AB./KOTA xAB./KOTA KAB./KOTA KAB./KOTA JUMLAH

1 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

calon Perseorangan yang memenuhi

sya-rat berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan di tingkat Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum datam Tabel I

angka 4 Formulir Model BA.7-KWK
Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan

dukungan yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat berdasarkan hasil
koordinasi ke Disdukcapil, dari setiap
kabupaten /kota.

2 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

calon Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilakukan pembetulan oleh

3 Jumlah pendukung perbaikan Pasangan

calon Perseorangan yang ditambah dan
memenuhi syarat karena adanya
keberatan dan dilakukan pembetulan oleh

4 Jumlah pendulnrng perbalkan Pasangan

cdou Pemoorangan haril reLapltrrlasi
dukungan tlngkat Provlnsl.

l(No.l+I[o.3f - Ho.2f
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TAAEL II
RTI(APITULASI JI'MLAII DUKUIITGAII PERBAIXAN PASAITGAN CALOIV

PERSEORANGAN

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.g-KWK
Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi
syaratltidak mernenuhi syar-at*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyak

pendukung, yang tersebar di ............ kabupaten /kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KpU provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseor€rngan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu provinsi; dan

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KpU provinsi.

KPU Provinsl lllusa Tenggara Barat

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [{l pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

1 a. orang

b.

orang

Itto NAMA JABATAT{ TANDA TANGAN

I Ketua

2. Anggota

aJ Anggota

4. Anggota

5. Anggota

orang
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LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK
PERSEONANGAN PERBAIKAN

PPRIIYATAAIT IIE.'ADIAIT XHUSUS DAIT/ATAU KEBTRATAIT DAI.AU
PROSES REKAPITULAAI DUKUIIIGAIT PERBNKAIT PAAAITGAN CALON

PERAT,ORAITGAIT DALA PEUILIIIAIT GUBERNUR DAIT WAXIL
GUBERNUR

NUAA TEIVGGARA BARAT TAHUIY 2018
DI TIIITGKAT PROVI SI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangal Calon Perseorangal dalam

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi/tidak
teq'adi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon

Perseorangan/ Tim Balal Pasa.ngan Calon Perseorangan *) :

20...

BAXAL PASANGAN CALOIT/ TTM

BAIIAL PASAI{GAIT CALOIY *I

IlO ISI PTIILIHAIT UUUU

PROVINSI IIUSA TENGGARA BARAT

XTTI'A,

Keteralga[:
*) Coret yang tidak Perlu.
.*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat

keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseoranga!/Tim Pasangan Calon
Perseorargar dan Ketua KPU Provinsi.
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MODEL TT.I.KTIIK

TAITDA TERIMA PENDAFTARAIT PASANGAIT CALOIY GUBERIYUR DAIT WAKIL GUBERITUR
NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa pada hari tanggal bu1an........... tahun ...., telah diterima
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas
nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur:

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur:

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk lnrdfile daurr softfile yang akan diperiksa dan akan
dicatat dala,n Lampiran Tanda Tenma Pendaftaran Pasangan CaJon Gubernur dan Wakil
Gubernur sebagaimana terlampir.

Yang Menerima,

.)

Nama lengkap dan tanda tangan

i
1....... .... ' .. ... . ..

Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
*) pilih salah satu

CAP

Yang Menyerahkan,

jdih.kpu.go.id/ntb



LAMPIRAN
MODELTT.I.KW}TLAMPINAN TANDA TERIMA PET{DATTANAN

BATAL PASAITTGAN CALON GUBERNUN DA$ qIAKIL GUBERITUR NUSA
TENGGARA BARAT

1. Identitas Bakal Calon Gubernur:
Nama
Alamat

Nomor Telp.

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur:
Nama
Alamat

Nomor Telp.

3. Waktu penerimaan Dokumen pendaftaran
Hari
Tanggal
Pukul

(Nomor 4 dttst qabrb Bakal Pasangan calon Dtusulkan otrahpantal polttitc/tubtrngan partat polttlkl
4. Partai politik atau Gabungan partai politik **) pengusul:

1

2

3

4

5
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A. SYARAT PENCALONAI{

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR

1

2 Model B.1 KWK-Parpol
3 Model B.2 KWK-Parpol
4 Model B.3 KWK-Parpol

(Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa
verifikasi)

5 Model B.4 KWK-Parpol

6 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya

7

_441o
1
I

Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam
pendaftaran pasangan calon
Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang
pendaftarannya tidak dilakukan oleh Fimpinan
Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat

BA.8-KWK
Model B KWK-
BA.7-KWK

2
(Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa
verifikasi)

3 Model E}.3 KwK-Perseora.ngan

2
Model BB.1 KWK
Model BB.2 KWK

3 tusan dari ap4b_ila Calon ad al@ An ggo ta J(!-p_,, IPU

JENISDOKUMEI{ TIDAADA
MEUEI{UH

KET

Model B KWK-Parpol I I

II

I

I
I

I I

NO JENIS DOKT'MEN KETERANGAI{

1.

I

I

I I
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3

Provinsi/KlPAceh, KPU/KIP Kabupaten /KoIa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabu paten/Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

lilggal calon
5. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (atlpaleuisl atau alasan politik

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara
karena kealpaan ringan (culpa ler,ns) atau alasan politik

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

6. Bagi Bakal Calon dengan status terpidanayang tidak menjalani pidana dalam peniara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal

atau nasional
b, Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menialani pidana dalam peniara

7 Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

8. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidanayang telah selesai menjalani pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan

_- nlgale4_!9{prdege-Erqq_rcrts9lqgsrlt<sehalgl _qqk_stt4_ts4eqsuuel.:_ _a. Bukti telah mengemukakan kepada publik seca.ra terbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasiona-l

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga
permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon merrdapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
9 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon

yang menyatakan bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap
b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum yang menjadi taaggung jawabnyayang merugikan keuangan negara
10. Surat keterangan catata.rl kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya
11. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi

Pemberantasan Korupsi
L2 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan vang telah

I

I

I
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mempunyai kekuatan hukum tetap dari
hu ti calon

2. CALON WAKIL GUBERNUR :

4

niaga atau pengadilan yang wilayah

13 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pqjak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar sebagai wajib pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Waiib Pqiak

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
l4 Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota

15 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
16 Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (S?TB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang

berwenang
t7 Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
18 Daftar namaTim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten /kota, dan/atau kecamatan
19 Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (aR) sebanyak 2 lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c

Keterangan:*) Pilih salah satu

Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Caion adalah Anggota KPU, KPU

Provinsi/KlPAceh, KPU/KIP Kabupaten fKota, Bawaslu, Bawaslu Frovinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yangwilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

5 Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa leurs) atau alasan politik Kealpaan

I

NO KETERA$GAN

ADA TIDAITADA
1.
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putusan telah hkekuatan ukumyang darimemperoleh tetap
pengadilan tusannegeri yang calonbakatpumenjatuhkan arabagi pernahyang penjdipidana
karena .uata alasan

Ringan/Alasan
Politik")

Bakal Calon status tidak dalam a-ra:
lokala. telahBukti mengemukakan secara danterbuka urkepada publik suratujj pada

atau nasional
b. Salinan tusax telah berkekuatan hukum

6.

dari aksaan tidak dalamc. surat
7 Salinan tusan telahpu huberkekuatarr kumpengadilan yang dalam bakalhal CaIontetap

adalah Mantan telahTerpidana selesai masayang 5menjalani palingpidananya singkat (lima)
tahun rbeluse m jadwal dan kanbupendaftaran mantan bandar narkoba atauterpidana

seksualahatan anak
Dalam hal bakal Calon adalah Mantan selesaiyangTerpidana menjalani penjarapidana

belumtetapi 5melampau paling tahun msebelusingkat (lima) bukandanpendaftaranjadwal
mantan bandar narko dan,ba seksual anak:
a. telahBukri blikmengemukakan terbukasecara dankepada pu SU kabarrat lokaljujur pada

atau nasional
b. surat bahwaketerangan yang Bakal Calonmenyatakan bukanyang bersangkutan sebagai

ahatan dari sesuar
C. surat telah selesaiketerangan dari lempidanamenjalani pe4jara kepala baga

d. surat telah selesai alaniketerangan basan cuti timenj pembe cuataubersyarat, bersyarat
daribebasmenjelang badan dalam Bakalhalkepala pemasyaralatan, Calon mendapat

bebasan cuti cuatau ti bebas

8.

telah berkekuatan hukume. tusan
Surat dariketerangan pengadilan h tiyangnegeri Calonwilayah ukumnya melipu tempat tinggal

bahwa:
putusan pengadilan yang telah mempunyait hak berdasarkan

kekuatan hukum
a. tidak sedang

I

perseorangan dan/atau secara badanb. Udak memilikisedang hu secaratanggungan tang
hukum adi

10 tidak pernahSurat catatanketerangan kepolisian CalonBakalyang menerangkan
melakukan tercela dari sesual

11 penyelenggara negara dari Komisiharta kekayaanSurat tanda terima penyerahan
Koru

t2. Surat tidakketerangan berdasarkansedang pailitdinyatakan tusan telahpu pengadilan yang
kekuatanmempunyai hukum dari atautetap niagapengadilan pengadilan yangtinggi wilayah

h calontem
yang bersangkutanKantor Pelayanan Pajak tempatDokumen yang dikeluarkan

terdaftar
a. kartu Nomor atas

13.

b. ?anda terima Surat Pemberitahuan Tahunan
jdih.kpu.go.id/ntb
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atasPribadi nama bakal untukOrang calon, 5masa tahun terakhir atau(lima) calonsejak
adime

c. Tanda bukti tidak mem
14.

r,
Surat san berhentialkeputu a Gubat r,bernupem sebagai Buabatpenj atau abatpenj, pati penj
Walikota calon berstatus Gubagi yang bernusebagai penjabat ataupenjabat Bupati penjabat

alikotaw
15 Kartu Tanda Penduduk Elektronik
16 azah TandaSurat tTamarjFotokopi Belajar telah oleh(srrB) yang instansidilegalisasi yang

t7 askahNr m1s1 danvisi, Calonprograrn Pasangan PemRencanapadamengacu Jbangunarr angka
Daerah Calon

18 Daftar namaTim si, atau kecamatan
Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm se 4lembar

Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 4 2lembar

19

d Foto huruf huruf dan hurufc
Keteraagan:

Pilih salah satu

YangMeuyerahkan
Ttm Bakal Pasaagan Calon/Bakd Pasangau Calon *f Ketua/Anggota I(PU Provtnst/Kehra po$a pencalonaa *f

(. .l

Yang Menerima

-.-!._ !"al[g!q ]ltlep Putih ukuran +"6SlqSg!34y4ll11ry!q,
c.

I

20 ......
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MODELTT.2.KWK

TAIUDA TERIUA DONUIEIIY PTRBAII(ATT PASAIYGAIT CALOil GUBTRNUR DAIYWAKIL GUBERIYUR !ruSA TEITGGARA TNNET

Wakil Gubernur atas nama:

Bahwa pada hari
telah diterima dokumen

tanggai bu1an........... tahun
perbaikaa persyaratan pasangan caron Gubernur dan

1. Nama Bakal Calon Gubernur:

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur:

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk lutrd.file dan softfite yang akan diperiksa dan akandicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Nama lengkap dan tanda tangan
i. .. ...-.................)
Nama lengkap darr tanda tangan

Keterangan:

")pilih salah satu

CAP

jdih.kpu.go.id/ntb



LAUPINAN TAITDA TERIMA PERBAIKAN
BAITAI PASAIYGAN CALON GUBERIYUR DAIT WAKIL GUBERNUR NUSA

TEIVGGARA BARAT

LAMPIRAN
MODEL TT.2-I{I[TK

1 Identitas Bakal Calon Gubernur:
Nama
Alamat
Nomor Telp.

Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur:
Nama
Alamat

Nomor Telp.

3 Waktu penerimaan Dokumen perbaikan Hari

Tanggal
PukuI

A. SYARAT PENCALONAN

2

1 Model B.4I(WI+Parpol
(Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa

2 tusanKepu ten tang Partai Politiksesuai tann dalam hat adi bahan Digunakan
se dasar
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kepenguru san setelah pendaftaran untuk
melakukan
koordinasi dalam
proses

CALON DARI PERSEORAI{GAN
1 Model B. 1 KWK-Perseorangan Perbaikan Penelitian

dilakukan pada
masaverifikasi
administrasi dan
faktual

2 Model 8.2 KWK- Perseorangan Perbaikan Penelitian
dilakukan pada
masaverifikasi
administrasi dan
faktual

3 Model E}.3 KWK-Perseorangan (Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR:

NO JENIS DOKUMEN TIASILPEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

/u)A TIDAK ADA
1 Model BB.l KWK
2 ModelBB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU

Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yangwilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

5. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (aipo leurs) atau alasan politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara
karena kealpaan ringan (anlpa leus) atau alasan politik

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

6. Bagi Bakal Calon dengan status terpidanayang tidak menjalani pidana dalam penjara: l

i
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a. Bukti telah mengemukakan kepada
atau nasional

publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal

b. Salinan telah berkekuatan hukum
c. surat tidak dalam

7 Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam ha,l bakaf Calon
adalah Mantan Terpidanayang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual anak

8. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan
tetapi belum melampaui paling singkat

Terpidanayang telah selesai menjalani pidana penjara
5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan

mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal

atau nasional
b surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan se

dari sesual
c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam haI Bakal Calon mendapat

bebasan cuti atau cuti bebas
__ e. _lU!_qsanp_engadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

9 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
yang menyatakan bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum !etap
b tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum adi
10. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/ pernah

melakukan pelbq4lan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya
11 Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi

Pemberantasan Koru
L2 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap da-ri pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
h calon

13 Dokumen yang dikeluarkan oleh
lqfqgflgr sebagai wajib pajak:

Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan

a. kartu Nomor ib ak atas nama
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
_ _*__g1q{adi wqjib paiak

c. Tanda bukti tidak ak
t4. Surat san Gubernur atau

I

I
l

l?le?nrtl I rt\rai tr r n ooalro-
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Walikota bagi calon yang berstatus
Walikota

penjabat Gubernur, penj abat atau penjabat

15. Kartu Tanda Penduduk
i6. azah Surat Tanda TamatrjFotokopi telah lnoleh stansiBelajar (srrB) yang dilegalisasi yang

1.7. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Daerah CaIon

18. Daftar namaTim kabu dan atau kecamatan
Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm 4lembar
c Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 2lembarse
d Foto se huruf hurufb, dan hurufc

Keterangan:
Pilih salah satu

2. CALON WAKIL GUBERNUR

JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMETT

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU

Provinsi/KlPAceh, KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas
Kabu Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
llqggal calon

5 Surat keterangan dipidana karena kealpaan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah

ringan (aipa ler,zs) atau alasan politik
memperoleh kekuatan hukum tetap dari

pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara
karena le atau alasan

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

6 Baei Bal<al Calon dengan status terpidanayang pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokat

atau nasional
b. Salinan tusan telah hukum
c. surat dari tidak alani dalam

7 Salinan putusan yaxg telah berkekuatan hukum Calon
adalah Man tan

pengadilan
telah selesai masa

tetap, dalam hal bakal
5

19.

I[O
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tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
- kejghat-an seksual terhadap anak

8. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidanayang telah selesai menjalani pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
mantan te.1pl{g1rq lqndar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal

atau nasional
b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai

_ _ _ _ pSEEUlgj ehatq4Jang be ru lang dari Kepolisian sesu ai tingkatannya.
c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga

__ peryasyarakatan
d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat
_ perybebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
__ *e.- _Is !q ql4jqng4d tlqn yan g te lah berke ku atan h u ku m te tap

9 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
@!4[wa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan
menjadi tanggung jawabnyayang merugikan keuangan negara

10. Surat keterangan catataa kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

11. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi
Pemberantasan Koru,psi

t2 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

13 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PAiak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar se ak:
a. kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP) atas nama
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib PAiak

Orang Pribadi atas nama bakai calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
pqe4jadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
t4. Surat keputu san pemberhentian sebagai penjabat Gubernur penjrabat Bupati atau penjabat

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur , penjabat Bupati atau penjabat
Walikota

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
16 Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang

t7. Naskah misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

l
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Calon
18. Daftar nama Tim atau kecamatankabu

Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm se 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm 4lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm 4 2lembar

19.

d Foto hu huruf dan huru c
Keterangan:

Pilih salah satu.

........ 20

YangMeayerahkan
Ttm Betal Paraagau Cdon/Bakal Pasargan Calon *f

YangMeuerlma
Provlnsl/Ketua PokJa Pencalonan *fKetua/Anggota KPU
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MODEL BA.HP.KWK

BERITAACARA
HASIL PTIYELITIAIT PERSYARATAIU ADUIIU TRASI DOKI'UEN PERSYARATAI{
PENCALONAIT DAN PERSYARATAIT CALOIT DAI"AU PE}ULIIIAIT GUBERNUR DAN

WAIIILGI'BERNI'R
ITTISA TENGGARA BARA'T TAIIUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di............. KPU Frovinsi Nusa Tenggara Barat telah

melaksaaakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan pencalonaa dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Barat atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Hasil penelitian persya-ratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

I(PU Proeirsi ffisa Tenggra Brat

Keteranqan:

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2. Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

*) pilih salah satu

i I I

I
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LAMPIRAN
MODEL BA.HP-IIUIII

l,lr[PIRAIT BERXTA ACARA PEIfILMAI{ PERAYARATAIT AI'UIIII8TRA3I DOrfI DII PDRSYARATAI{ PDITCALOI{A.T DAIf PERAYARATAI{
CAI'IfDAIA PEIILIIIAIT CI'BERIII'R DAT WNIIL (X'EERI|I'R I{I'SA TEI{GCANA BANAT TAHUI{ 2018

Hasil p€nelitian persyaratan adainistrasi dokuhen persyaratan penc€lonan dan periyaiatsn calon da.tEm pemilihan Gub€rnur dan Wakil Gubcmur Nuga
Tenggar"a Barat ata6:

Narna Baka.l Cslon Oubernur:

Nama Bakal Calon

Wakil Gubernur:

sebagai berikut:

A. SYARAT PENCALONAN

E}.4 KWK-
Keputusan tentang Kepengurusan
sesuai tingkatannya dalam hal teq'adi perubahan

setelah

NO JENIS DOKUMEN
KET

ADA TIDA
K
ATtA

MEMENU
HI
GtttAE Arl!

TIDAK
MEUEITUH
I C'I'AE A'F

CALON DARI PARTAI POLITIK
1

2

CALON DARI PERSEORANGAN
I Model 8.3 KWK-Perseorangan

jdih.kpu.go.id/ntb
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B. SYARAT CALOIY
1. CALON GUBERNUR:

HASIL DAN
DOKUMEN

I

TIDAI(
IEEUEI{UHI

Model BB. KWK
2 Model BB. 2 KWK
3. Surat

lasmani dan rohani sertabebas narkotika4. tusaxKepu tianpemberhen dari batpeja bilaapaCa.lon adalah Anggota KPU KPU Provinsi KIP Aceh,KIP Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,Panwas ten Kota.
5. tSura tidak pernah terpidanaberdasarkan tusa-npu pengadilan telahyang berkekuatanhukum daritetap pengadilan negeri yang wilayah

ti t calon6.

dari

Su rat karena ringan culpale ataurz's) alasan politik berdasarkan tusanpu pengadilantelahyang memperoleh kekuatan hukum tetappengadilan negeri yang menjatuhkan tupu san, bakalbagicalon yang pernalr dipidana karenapenjara keaipaan
atau alasan

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

ara:

BakalBagi Calon statudengan terpidana tidakyangmen alani dalam
a. Bukti ukakanmengem kepada btikpu secarakaterbu dan rujuj suratpada kabar lokal ataunasional

Salinan
hukum

b tusanpu pengadilan telah beryang kekuatan

7

c. surat dari kejaksaan mengenai terpidanatidak alani dalam8

9 DaIam hal bakal Calon adalah Mantan

UEUEI{UHI
SYARAT

1

KPU /
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telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. surat keterangan yang menyatalan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana
penjara dari kepala lembaga permawarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

10 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang

__,!:nerry4aE4! bahye.
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara

11 Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannva

I2 Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara nega-ra dari Komisi Pemberantasan Korupsi

13. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

l4 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:

I

I

I

i
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a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib P{ak (NPWP) atas
namacalon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon meniadi waiib paiak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tungqakan paiak
15 Su rat kepu tu san pemberhentian sebagai penj abat

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau peniabat Walikota

16 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Eleldronik
17. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
18. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

19 Daftar namaTim Kampanye tingkat provinsi,
kabupaten f kota, dan/atau kecamatan

20. Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4

lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2

lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan

hurufc
Keterangan:*) Pilih salah satu

2. CALON WAKIL GUBERNUR

NO JENIS DOKUMEN IIASIL PENELITIAN XILEIYGI(APAIT DAIT IITABSAITAIY
DOKUDIEN

KET

ADA TIDAK ADA UE}TEI{UHI
SYARAT

TIDAT(
UEUEITUHI

SYARAT
1 Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

t

2.
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3 Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta
bebas penyalahgunaan narkotika

4 Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten f Rota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/ Kota.

5 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

6. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (atlpa
ler,rs) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan
ring44 @ulpa leuis) atau alasan politik

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

7 Bagi Bakal Calon dengan status terpidanayang tidak
menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak menjalani pidana dalam penjara

8 Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidanayang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelumjadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

9 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidanayang
telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakai
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingl€tannya.

I
I

I I
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c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana
penjara dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
telqp

10. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
menyatakan bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseoralrgan dan/atau secara badan hukum yang
menj adi tanggung j awabnya yang meru gikan keu angan
negara

11 Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

t2. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

13 Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yangwilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

14. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama calon
b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pqiak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
teralhir atau sejak calon rnenjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
15. S u rat kepu tu san pemberhentian sebagai penj abat

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Walikota

I

I

I
I

i

I

l

I

I

l
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16 Kartu Tanda Penduduk Elektronik
17 IjazahlSurat TandaTamat Belqjar (STTB), yang

telah oleh instansi
18. Naskah visi, misi dan program

pada Rencana Pembangunan Jr
Pasangan Calon mengacu
angka Panjang (RPJP)

Daerah Calon
19 DaJtar nama Tim Kampanye t provinsi,

atau kecamatan
Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4

lembar
Foto calon ukuran
lembar

10.2 cm x 15.2 cm (4R) seban5r2[4 2c.

20

Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dand. Softcopy
hurufc

Pilih salah satu.
Keterangaa:

20

YaagMenyerahkar
Tlm Bakal Pasangaa Calon/Batal Pasangan Calon *f

Yang Meaerlma
Ketua/Auggota I(PU Prorrincl/Ketua PokJa Peacalonan *f

I

I

I

I I

I
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MODEL BA.HP
PERBAIKAN -KWK

BERITAACARA
IIASIL PEIYELITIAJY PERBAIKAIV PERSYARATAIY AI'MINISTRASI DOKUMEIV

PERSYARATAIT PENCALONAIT DAN PERSYARATAN CALON DALI\U PEMILITIAITT GI'BERNUR
DANWAKLGIIBERNI'R !ruSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bula:r Tahun dua ribu
bertempat di............. KPU Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat

telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen persya.ratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Hasil penelitian perbaikan persya-ratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan
dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara disu sun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Proshsi llusa Tengra Brat

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Keterangan:

*) pilih salah satu

I

I

I

I

I

I
I
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LAMPIRAN
MODEL BA.HP

PERBAII(AIT.Ktr'N

LIIIPIRAI{ BIAITA AC.ARA PEtrE&MAI{ PTR TARATAIT A.DUINSTRAAI DOXI'f,EX PERBAII(AI{ I'AI4 PWILIHAII CUBERIfUR DA.tr WABIL
GI'BERTUR N'EA TEIIGGAIIA BARAT TNIt'If 2O1A

Hasil penettian persyalata! administasi dokumen perbaikan dala$ pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemu! Nusa Tenggara Elarat atas:

NaII)a BaLaI Calon Gub€mur:

Nama Bakal Calon

sebagai berikut:

Wakil Gubernur:

A. SYARAT PENCALONAN

8.4 KWK-
Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya dalam hal teq'adi perubahan

NO JENIS DOKUMEN
AHAN

KET
ADA TIDAIT

AI'A
MEMEItruHI

SYARAT

TIDAK
MEUEITUHI

SYARAT
CALON DARI PARTAI POLITIK

1

2

CALON DARI PERSEORANGAN
1 Model E}.3 KwK-Perseorangan
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B. SYARAT CALO!{

1. CALON GUBERNUR:

NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGI(APAT{ DAN KEABSATIAN
DOKUMEIT

KET

ADA TIDAK ADA MEUEI{UHI
SYARAT

TIDAK
UEUEIYUHI

SYARAT
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta

bebas penyalahgunaan narkotika
4. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten / Kota.

5. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

6. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa
Ierns) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan
ringan (atlpa lerzs) atau alasan politik

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

7 Bagi Bakal Calon dengan status terpidanayang tidak
menjalani pidana dalam penjara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik seca-ra

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak menjalani pidana dalam peniara

8 Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidanayang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

9 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidanayang I

jdih.kpu.go.id/ntb
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telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
ngtkolq dan kejahatan seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka danjujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalali pidana
penjara dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menielang bebas

e putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

10 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
menyatakan bahwa:
a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseor€rngan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabn-ya yang merugikan keuangan
negafa

11 Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

72. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

13. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

t4 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pdak:

I

I

I
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a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wqiib Pqiak (NPWP) atas
nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pqiak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
15 Su rat keputu san pemberhentian sebagai penj abat

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Walikota

16 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
17. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
18 Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

19 Daftar namaTim Kampanye tingkat provinsi,
kabupaten f kota, dan/atau kecamatan

20 Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4

lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (aR) sebanyak 2

lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan

hurufc
Keterangan:

Pilih salah satu

2. CALON WAKIL GUBERNUR:

JENIS DOKUMEN

ADA
SYARAT

KET

Model BB.1 KWK
Model BB.2 KWK

NO HASIL PENELITIAN KELENGKAPAI{ DAI{ KEABSAHAN
DONUMEN

TIDAK AI)A TIDAK
MEUEITUHI

SYARAT
1

2.
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3. Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta
bebas penyalahgunaan narkotika

4 Keputusan pem pejabat berwenang apabila
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten f Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kota.

5. Surat keterangan pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
h ti calon

6. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan {atlpa
Ierns) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakai
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan
ringan (culpa lerzs) atau alasan politik

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

7 Bagi Bakal Calon dengan status terpidanayang tidak
menjalani pidana dalam peniara:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak men-ialani pidana dalam pe4iara

8 Salinan putusan pengadilan yang
hukum tetap, daiam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidanayang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelumjadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau

seksual anak
9 Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidanayang

telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaltaran dan bukan mantan terpidana bandar

_@eElsellerbq&r3[ek
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka danjujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingkatannya.

I

I

I
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c surat keterangan telah selesai menj
dari

surat keterangan telah menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam ha1 Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, CU ti bersyarat
atau cuti bebas

e. putusarl pengadilan Yang telah berkekuatan hukum

10 Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilaYah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang

bahwa:
a. sedang dicabut hak pilihnya

putu san pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum

b tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menj adi tanggung j awabnya yang meru gikan keu angan

11. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari sesuar
Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekaYaan

dari Komisi Pemberantasan
t2.

Surat keterangan tidak sedang pailit
berdasarkan putusan Pengadilart yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yangwilayah hukumnya meliputi tempat

calon

13.

l4

b terima penyampaian Surat Pemberitah uan
Tahunan Pqi ak Penghasilan Wajib Pdak Orang Pribadi
atas nalna bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun
teralhir atau calon

c. Tanda tidak ak
Surat kepu tusan pem penjabat
Gubernur , penjabat Bupati atau penj abat Walikota bagi

yang berstatus sebagai penjabatcalon
atau Walikota

Gubernur, penjabat

15.

atau

i
I
I

I
I

I

yang Pelayanan

tempat caion yang bersangkutan terdaJtar sebagai wajib

a. kartu Pokok atas
naina
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16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
t7 Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

oleh instansi yang berwenang
18 Nlaskah visi, mrisi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RpJp)
_QAgqbyang ditandatangani Pasangan Calon
Daftar namaTim Kampanye tingkat provinsi,

kota, dan/ atau kecamatan
2A Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm se,banyak 4lembar
b. Pas Foto Hitam Futih ukurxt 4x6 cm sebanyak 4

lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) seban5r2ft !

lembar
d. Softcopy

hurufc
Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan

Keterangan:*) Pilih salah satu.

20 ......

YangMenyerahkan
Tla BaLaI Pasangan CalonlBakal Pasangan Calon *f

( .l

Yang Menerlma
Ketua/Anggota KPU Provlnsl/Ketua Po$a Pencalonan *f

19.
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MODELB.I-KIITK
PERSEORAI{GAI{

SURAT PERITTATAAN DUKUNGAN PERBAIXAN PASAIIIGAIT CALON

PTRSEORAITGAN DAI,AU PEMILII{AN GI'BERNUR DAN UTAXIL GUBERIIUR NUSA

TET{GGARA BARAT TAIIUN 2AI8

Kelurahan/Desa*)
Kecamatan

Kabupaten/Kota*)
Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama
2. NIK
3. Jenis Kelamin
4. Namat
s. RT/RW
6. Tempa.t l,ahir
7. Tanggal l,ahir
8. Status Perkawinan : Belum KawinlSudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan

Calon perseorangal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018, atas nama:

1. Calon Gubernur:

2- Calon Wakil Gubernur:

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan

dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipii.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari

pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu

dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

....- 20 ...

Yang Membuat Pernyataaa,

.)

Keteranaan:
.) Pilih salah satu
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UODEL B.I.KWK
PERSEORAITGAIT KOLEKTIF

PERBAIKAIT

SURAT PERITTATAAN DUKI'ITGAIY PERBAIIIAIIT PASANGAN CALON
PERSEORAIITGAX DALAM PEMILIHAIT GT'BERIYUR DAN WAIIIL GUBERNUR ITUSA

TEITGGARA BARAT TAHUN 2018

Kelurahan/Desa*)
Kecamatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Kabupaten/Kota*)
Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

No lllama lYu( Jenis
I(elamin Alamat RT/

RW
Tempat
Lahtr

Taagg
aI
Lahir

Belum/
Sudah/
Peraah
Kasin
lBls/Pl

TTD/
caP

Jem,pol
Ket.

jdih.kpu.go.id/ntb
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dan seterusnya....

lYo IlIo-a I{IK
.Iealr

I(etremta AIamal
RT/
RW

Tempat
Lahir

Tanggal
Lahir

Belum/
Sudah/
Pernah
Kawia
{Bls/Pl

TTD/
caP

Jempol
Ket.
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dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan

Pasangan Calon Perseorangan daiam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, atas

nama:

1. CalonGubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi IGrtu Tanda penduduk
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pemyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya' Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami
mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum pidana.

Keteraalrar:

") pilih salah satu
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MODEL B.2-IfiIK
PERSEORAITGAIT

PERBAIKAN

RTKAPITULASI JUMLAH DUKUT{GAN PERBAII{AN BAI(AL PASAIYGAN CALOIT PERSEORAITGAIT
DALAIU PEMILIIIAITT GUBTRNUR DAN WAKIL GUBERNUR ITUSA TEI{CIGARA BARAT TAHUIT

2018

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangaa pemilihan
Gubernur dan Wakii Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2078, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon wakil Gubernur:

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi sebanyak 3.568.594 orang;

2. Jumlah Kabupaten /Kota/Kecamatan*) sebanyak 10 Kabupaten/Kota;

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

ProvinsilKabupatenlKota*) sebanyak 303.331 orang dan 6 Kabupaten lKata;

4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan

Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakai Pasangan Calon Perseorangan di

tingkat Provinsi sesuai dengan BA.8-KWK

Perseorangan/8A.7-KWK Perseorangan*) sebanyak .... orang;

5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada

saat perbaikan dukungan Bat<al Pasangan Calon Perseorangan sebanyak .................. orang,

yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.

6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

orang {....."/.1;

7. Dukungan Bakat Pasangan Calon Perseorangan tersebar di

Kabupaten/Kota/ Kecamatan *) atau setara dengan (.........%i
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Tabel Retapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1 2 3 4 5
1 1 1 .orang

2 .orang
3. dst.

2 1 .orang
2

3. dst. orang

3. dst. 1 .orang
2 orang
3. dst.

--T-
2. ----.---"
3. dst...-... .orang

2 1

2

3. dst

3. dst.... 1

2 .orang
3. dst.

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Gubernur BaLaI Calon Wakfl Gubernur

.....) (.......... .............)

Keteraagan:
*) Pilih safah satu

Materai

No lYama Kabupaten/Kota
fd&t hanva uatuk

Nama
Kecamatan

Nama
Kelurahan/Desa Jumlah dukungan

..orang

dst t. 1

..orang
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